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 ABSTRAK 
       Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya suatu badan yang bertugas 
melakukan pengawasan terhadap anggota DPR yaitu Mahkamah Kehormatan 
Dewan yang mempunyai tugas untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan 
keluhuran martabatat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Namun dalam 
praktiknya, komposisi dari anggota Mahkamah Kehormatan Dewan seluruhnya 
berasal dari kalangan internal anggota DPR. Hal ini memunculkan kekhawatiran, 
bahwasannya pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan 
bisa menjadi tidak obyektif, apalagi jika di dalamnya sudah mengalami konflik 
kepentingan, tidak menutup kemungkinan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan 
tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. Dalam fiqh siyasah, pengawasan 
terhadap lembaga perwakilan tidak disebutkan secara jelas, namun yang ada 
hanya pengawasan terhadap penguasa dan keluarganya. 
       Rumasan masalah dari penelitian ini yakni “Bagaimana Peran dan Fungsi 
Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga martabat dan perilaku anggota 
DPR RI dan Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran dan Fungsi 
Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga martabat dan perilaku anggota 
DPR RI. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan 
peran dan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga martabat dan 
perilaku anggota DPR RI, serta tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan peran 
dan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan. Sementara kegunaan dari penelitian 
ini yaitu, sec ara teoritis, penelitian ini diupayakan menjadi kontribusi positif bagi 
kalangan akademik maupun kalangan masyarakat umum, dan secara praktis, 
sebagai penambah wawasan bagi penulis dan pembaca tentang peran dan fungsi 
Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga martabat dan perilaku DPR RI. 
       Jenis Penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (library research), dengan 
sifat penelitiannya yaitu deskriptif analitist dan yurudus normatif, teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan 
penelitian kepustakaan. Kemudian data yang terkumpul diolah melalui proses 
editing, coding, dan rekonstruksi data sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang 
baik.  
       Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu, bahwa Mahkamah Kehormatan 
Dewan berwenang melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan 
terhadap anggota DPR dan berwenang melakukan tindakan terhadap angggota 
DPR yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Sementara dalam fiqh 
siyasah, tidak ada lembaga yang sama persis seperti Mahkamah Koharmatan 
Dewan, namun ada lembaga bernama Wilayah Al-Mazhalim. Dalam lembaga ini 
pengawasan dilakukan juga terhadap para keluarga pejabat, dan komposisi 
keanggotaannya terdiri dari beberapa unsur sehingga tidak ada kekhawatiran 
adanya ketidak obyektifan dalam penanganan sebuah kasus. 
 
 
   
   
 MOTTO 
 َه
ّٰللٱ                        
    ََه
ّٰللٱ          ََه ّٰللٱَ         
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada   
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 
lagi Maha melihat. (QS. An-Nisaa: 58).
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
       
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 
128. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
       Untuk menghindari perbedaan persepsi dalam penulisan sekripsi ini, 
maka dipandang perlu untuk dijelaskan pengertian istilah-istilah yang 
dimaksudkan dalam judul ini, adapun pengertian tersebut adalah sebagai 
berikut: 
       Peran adalah perangkat tingkah yg diharapkan dimiliki oleh orang yg 
berkedudukan dl masyarakat.
2
 
       Fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yg dilakukan atau kegunaan suatu hal.
3
 
       Mahkamah Kehormatan Dewan adalah salah satu alat kelengkapan DPR 
RI yang bertujuan menjaga serta menegakan kehormatan dan keluhuran 
martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
4
 
       Martabat adalah tingkat harkat kemanusiaan, harga diri.
5
 
       Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau 
lingkungan.
6
 
       Anggota adalah Orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam 
suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dan sebagainya.
7
 
 
                                                             
       2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
Edisi Ketiga, 2003), h. 213. 
       3 Ibid.,  h. 78. 
       4 Wikipedia Indonesia, “Mahkamah Kehormatan Dewan” (On-line), tersedia di: 
http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Kehormatan_Dewan#cite_note-UU_MD3-1?_e_pi=7%2C 
PAGE_ID10% , (Selasa, 10-Oktober-2017), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 
       
5
 Departemen Pendidikan Nasional, Op, Cit. h. 195. 
       6 Ibid, h. 223. 
       7 Ibid, h. 20. 
        Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam 
ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan 
rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang, DPR memiliki 
fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
8
 
       Fiqh Siyasah adalah ilmu tatanegara Islam yang secara sepesifik 
membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada 
umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, 
dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan 
dengan ajaran Islam.
9
 
       Berdasarkan penegasan judul di atas, yang dimaksud dengan judul di atas 
adalah telaah terhadap etika Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga 
martabat dan perilaku anggota DPR RI, serta tinjauan fiqih siyasah tentang 
etika Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga martabat dan perilaku 
anggota DPR RI. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Alasan-alasan yang mendorong dipilihnya judul skripsi ini adalah: 
1. Alasan Objektif 
       Menganalisis tentang tugas dan wewenang Mahkamah Kehormatan 
Dewan yaitu menjaga martabat dan perilaku anggota DPR RI. Hal ini 
disebabkan karena masyarakat mulai mempertanyakan tentang 
pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, dimana 
                                                             
       
8
 A. Ubaidilah & Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani 
(Jakarta : Prena damedia Group), 2014), h. 107. 
       
9
 Ahmad Sukardja, Syarief Ibnu Mujar, Tiga Kategori Hukum (Syari‟at, Fikih dan Konun), 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 86. 
 anggotanya sendiri terdiri dari kalangan anggota DPR itu sendiri. Hal ini 
memunculkan kekhawatiran, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh 
Mahkamah Kehormatan Dewan itu tidak obyektif. 
       Memahami dan memperluas wawasan terkait masalah pengawasn 
yang dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap para anggota 
DPR menurut hukum Islam serta bagaimana sistem ketatanegaraan Islam 
(fiqih siyasah), dalam menjaga martabat dan perilaku para anggota DPR. 
Sebagai wujud untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang tugas 
dan wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga martabat 
dan perilaku anggota DPR. 
2. Alasan Subjektif 
       Sejauh pemahaman penulis, di lingkungan Fakultas Syari‟ah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung permasalahan ini 
belum ada yang membahasnya. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
       Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam 
ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan 
rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR memiliki 
fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
10
 Dan diantara tugas dan 
wewenang DPR itu terdapat di dalam pasal 20A UUD NRI 1945 yaitu : 
 
                                                             
       
10
 A. Ubaidilah & Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani 
(Jakarta : Prenadamedia Group), 2014), h. 107. 
 Ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi 
anggaran, dan fungsi pengawasan. 
 (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam  
pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan 
Rakyat memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan 
pendapat. 
 (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang 
Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai 
hak mengajukan pertayaan, menyampaikan usul dan pendapat 
serta hak imunitas.
11
 
 
       Dari pasal tersebut menunjukan bahwa DPR meskipun sebagai lembaga 
legislatif, namun ia mempunyai kewenangan pengawasan seperti yang 
dilakukan lembaga yudikatif. Hal ini menunjukan bahwa DPR merupakan 
lembaga yang tugas dan wewenangnya sangat komplit.  
       Dalam melakukan tugas dan wewenangnya seringkali para anggota DPR  
melakukan pelanggaran terhadap kode etik anggota DPR. Maka dari itu di 
perlukannya suatu badan atau lembaga yang memang memiliki tugas dan 
wewenang khusus untuk mengawasi para anggota DPR tersebut. Dan badan 
yang dibentukpun harus berdiri secara independen dan tidak boleh ada 
intervensi dari pihak manapun, supaya bisa efektif dalam melakukan 
pengawasannya. 
       Setelah RUU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang biasa disebut 
MD3 itu disahkan menjadi UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD 
dan DPD, maka bersamaan dengan itu badan yang mempunyai tugas dan 
wewenang mengawasi para anggota DPR tersebut sudah di atur di dalamnya. 
yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan.  
                                                             
       11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A. 
        Pengertian Mahkamah Kehormatan Dewan sesuai dengan UU No 17 
Tahun 2014 tentang MD3 terdapat dalam pasal 119 yaitu :
12
 
Ayat  (1) Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR dan merupakan   
alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 
(2) Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bertujuan menjaga serta menegakan kehormatan dan keluhuran 
martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. 
       Jadi Mahkamah Kehormatan Dewan yaitu, suatu alat kelengkapaan DPR 
yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menegakan kehormatan dan 
keluhuran martabat DPR. Dan adapun tugas dari Mahkamah Kehormatan 
dewan dalam pasal 122 ialah sebagai berikut :
13
 
Ayat  (1) Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas melakukan penyelidikan 
dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena : 
a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 81 ; 
b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 
berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan 
berturut-turut tanpa keteragan yang sah ; 
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR sebagaimana 
ketentuan mengenai syarat calon anggota DPR yang diatur 
dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, 
DPD, dan DPRD ; dan/atau 
d. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam 
undang-undang ini. 
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah 
Kehormatan Dewan melakukan evaluasi dan penyempurnaan 
peraturan DPR tentang kode etik DPR. 
(3) Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang memanggil pihak yang   
berkaitan dan berkerja sama dengan lembaga lain. 
                                                             
       
12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 119. 
       13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 122. 
       Dengan dibentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan ini diharapkan dapat 
bisa mengawasi para anggota DPR dan memberikan sanksi yang tegas kepada 
para anggota DPR yang terbukti melakukan pelanggaran. sementara, dilihat 
dari susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan sendiri dirasa 
kurang sesuai, karena terdiri dari para anggota DPR itu sendiri. Ketentuan 
mengenai susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan terdapat 
dalam pasal 120 yaitu : 
Ayat (1)  DPR menetapkan susunan dan keanggotan Mahkamah Kehormatan 
Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan 
pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada 
permulan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
14
 
 
       Komposisi Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri dari para anggota 
dewan itu sendiri, hal ini membuat pengawasan terhadap anggota DPR  yang 
di lakukan oleh MKD sedikit kurang tepat, karena untuk mengawasi anggota 
DPR  dilakukan oleh anggota DPR itu sendiri. Jika Mahkamah Kehormatan 
Dewan sudah mengalami konflik kepentingan, tidak menutup kemungkinan 
bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan tidak efektif dalam melaksakan 
tugasnya. Di sisi yang lain, adanya Mahkamah Kehormatan dan  kerja-kerja 
yang dilakukan selama ini dalam menegakkan kode etik belum dapat 
menimbulkan efek jera bagi anggota DPR yang tidak disiplin dan tidak 
melakukan kewajibannya sebagai anggota DPR. 
       Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik 
Barat terhadap dunia islam, pemikiran tentang ahl al-hall wa al-„aqd juga 
berkembang. Para ulama siyasah mengemukakan pentingnya pembentukan 
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 lembaga perwakilan rakyat atau DPR/MPR sebagai representasi dari 
kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang ahl al-hall wa al-
„aqd dengan mengkombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik 
yang berkembang di Barat.
15
 
       Dari beberapa ulama fiqh siyasah yang sepakat dengan konsep ahl al-hall 
wa al-„aqd itu sama dengan DPR/MPR mempunyai alasan yang kuat yaitu 
bahwa keduanya sama-sama merupakan lembaga perwakilan rakyat, dan 
mempunyai tugas untuk mnyampaikan aspirasi rakyat, karena tidak mungkin 
apabila seluruh rakyat menghadap penguasa satu persatu untuk 
menyampaikan aspirasinya. maka dari itu diperlukan adanya suatu lembaga 
perwakilan. 
       Dalam ruang lingkup dan kajian fiqh siyasah, terjadi perbedaan pendapat 
dalam menetukan ruang lingkupnya, maka pembagian fiqh siyasah dapat 
disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :
16
 
1. Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah) meliputi tentang : 
a. Pengkajian tentang penetapan hukum (tasyriyyah) atau Legislatif. 
b. Peradilan (qadha‟iyyah) atau yudikatif. 
c. Administratif pemerintahan (idariyyah) atau eksekutif. 
2. Politik luar negeri (siyasah dauliyah) meliputi tentang : 
a. Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan 
warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (al-siyasash al-
duali al-khashsh) atau hukum perdata internasional. 
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 b. Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim 
(al-siyasah al-duali al-„amm) atau disebut juga dengan hubungan 
internasional. 
c. Hubungan dalam masa perang (siyasah harbiyyah) 
3. Politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah) 
       Berdasarkan ruang lingkup fiqh siyasah diatas, DPR yang posisinya 
sebagai lembaga perwakilan dan lembaga legislatif atau pembuat undang-
undang, itu berarti kedudukan DPR tidak hanya sebagai ahl al-hall wa al-
„aqd tetapi juga sebagai penguasa/pemerintah yang posisinya di bagian 
siyasah dusturiyyah yaitu politik perundang-undangan. 
        Sementara dalam melakukan pengawasan baik kepada rakyat maupun 
pemerintah di perlukan adanya lembaga peradilan. Dalam Islam sendiri ada 
banyak lembaga peradilan misalnya lembaga Wilayat Al-Mazhalim dan 
Wilayat Al-Hisbah. Al-Mazhalim yang menjadi lembaga peradilan yang 
mengadili serta memberikan  pengawasan bagi para pejabat negara yang 
bermasalah, baik pejabat itu sendiri atau keluarganya. Wilayat Al-Hisbah 
adalah salah satu komponen peradilan yang berdiri sendiri dan meupakan 
peradilan yang mengurusi penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi 
antara rakyat dan negara. Selain itu Al-Mazhalim, ia juga menangani kasus-
kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat tinggi, bangsawan, 
hartawan, atau keluarga sultan terhadap rakyat biasa.
17
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        Berdasarkan penjelasan di atas, sangat memungkinkan pengawasan yang 
dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap para anggota DPR 
itu kurang efektif, bagaimana tidak pengawasan yang dilakukan terhadap 
anggota DPR itu dilakukan oleh anggota DPR itu sendiri. Hal ini 
menyebabkan penanganan yang kurang tepat, dan sanksi yang diberikan tidak 
memberikan efek jera. Oleh karena itu penulis mengambil penelitian ini 
dengan judul “PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH KEHORMATAN 
DEWAN DALAM MENJAGA MARTABAT DAN PERILAKU 
ANGGOTA DPR RI DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH” 
D. Rumusan Masalah 
       Berangkat dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah 
sebagai berikut :  
1. Bagaimanakah Peran dan Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam 
Menjaga Martabat Dan Perilaku Anggota DPR RI?  
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap Peran dan Fungsi Mahkamah 
Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Martabat Dan Perilakus Anggota 
DPR RI? 
 
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan peran dan fungsi Mahkamah 
Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Martabat Dan Perilaku Anggota 
DPR RI, dan tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan peran dan 
 fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Martabat Dan 
Perilaku Anggota DPR RI. 
b. Sebagai bekal untuk penulis dimasa mendatang ketika terjun ke 
masyarakat. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara teoritis, penelitian ini diupayakan menjadi kontribusi positif bagi 
kalangan akademik maupun kalangan masyarakat umum. 
b. Secara praktis, sebagai penambah wawasan bagi penulis dan pembaca 
tentang peran dan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dalam 
menjaga martabat dan perilaku DPR RI. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan Library Research yaitu “Penelitian 
kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan 
mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan 
pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka 
pemikiran”.18 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis dan yuridis normatif, yaitu 
“Suatu metode yang dalam meneliti suatu objek yanng bertujuan 
membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan 
                                                             
      18 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial  (Bandung : Alumni, tt), h. 78. 
 objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan 
antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu”. Pendekatan 
yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan 
hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-
asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan penelitian ini.
19
 Jadi dalam penelitian ini akan menggambarkan 
bagaimana etika Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga 
martabat dan perilaku anggota DPR RI. 
2. Data dan Sumber Data 
       Yang dimaksud dengan data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai 
numerik (angka). Sedangkan sumber data adalah “subjek dari mana data 
dapat diperoleh.”20 
       Sumber-sumber datanya adalah sebagai berikut: 
a. Sumber data primer, Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, UU NO 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, 
DPD dan DPRD. 
b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku tentang Mahkamah 
Kehormatan Dewan, buku-buku tentang DPR, buku-buku fiqih siyasah 
dan literatur lain yang berkaitan, Al-Qur‟an dan Hadits. 
c. Sumber data tersier, yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Arab, Inggris, 
Majalah, ensiklopedia dan lain-lain. 
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 3. Pengumpulan Data 
       Sehubungan dengan jenis penelitian yang dilakukan dan sumber data 
yang ditetapkan, maka untuk menghimpun seluruh data yang diperlukan 
dilakukan upaya pengumpulan data dengan menempuh “metode 
dokumentasi”. Dokumentasi adalah merupakan teknik pengumpulan data 
yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui 
dokumen.
21
 Dokumen yang digunakan peneliti berupa Undang-undang no 
17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta dokumen lain 
yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan demikian seluruh data yang 
terkumpulnya langsung tersusun dalam bentuk kelompok data yang siap 
untuk dianalisis. 
4. Pengolahan Data 
       Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat 
dilakukan: 
a. Pemeriksaan Data (editing) yaitu pengecekan atau pengoreksian data 
yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu 
tidak logis. Dan memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan 
yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul. 
b. Penandaan Data (coding) yaitu memberikan catatan data yang 
menyatakan jenis dan sumber data, baik itu sumber dari Al-Qur‟an dan 
Hadits, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang 
diteliti. 
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 c. Rekonstruksi Data yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, dan 
logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian 
ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.
22
 
5. Analisis Data 
       Metode analisis data yang di gunakan yaitu “Metode Induktif”, yaitu 
suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-
peristiwa yang konkret itu ditarik genaralisasi-genaralisasi yang 
mempunyai sifat umum.
23
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 BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Ruang Lingkup dan Teori Pengawasan 
1. Pengertian Pengawasan 
       Kata pengawasan berasal dari kata “awas” berarti antara lain 
“penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu menegemen dan ilmu 
administrasi yaitu sebagai salah satu unsur kegiatan pengelolaan.
24
 
       Pendapat lain mengatakan, kata pengawasan dipakai sebagai arti 
harfiah dari kata controlling. Dengan demikian pengertian pengawasan 
meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap 
jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran 
dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, 
melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil 
(output) yang dicapai dengan masukan (input) yang digunakan.
25
 
       Menurut Sujamto, Jika kita berbicara tentang pengawasan, biasanya 
yang kita maksud adalah salah satu fungsi dasar menegemen yang dalam 
bahasa Inggris disebut controlling.
26
 Dalam bahasa Indonesia, menurut 
Sujamto fungsi controlling itu mempunyai dua padanan yaitu pengawasan 
dan pengendalian. Pengawasan dalam arti sempit segala usaha atau 
kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya 
tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan 
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 semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih 
“forceful” dari pada pengawasan, yaitu sebagai usaha atau kegiatan untuk 
menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan 
berjalan sesuai dengan yang semestinya.
27
 
       Sementara Newman berpendapat, bahwa “control is assurance that 
the performance conform to plan”. Ini berarti titik berat pengawasan 
adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat 
sesuai dengan rencana, dengan demikian menurut Newman, pengawasan 
adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang 
berjalan, bahkan setelah akhir proses kegiatan tersebut.
28
 
       Pendapat lain menyatakan, Pengawasan (control) adalah upaya untuk 
menghindari terjadinya berbagai kekeliruan, baik sengaja maupun tidak 
sengaja sebagai upaya preventif, atau juga untuk memperbaiki apabila 
sudah terjadi kekeliruan itu sebagai represif.
29
 
       Sudibyo Triatmodjo yang merangkum sejumlah pendapat pakar 
menyimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan yang 
pada umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan 
perbandingan antara kenyataan yang dilaksanakan atau yang terjadi.
30
 
       Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan 
sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui 
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 kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar 
kemudian diambil langkah perbaikan.
31
 Dengan adanya pengawasan maka 
pelaksanaan dapatlah diperingan karena para pelaksana tidak mungkin 
dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang diperbuatnya 
dalam kesibukan sehari-hari, pengawasan bukan untuk mencari kesalahan 
akan tetapi memperbaiki kesalahan.
32
 
       Sondang P. Siagan berpendapat, terdapat hubungan yang sangat erat 
antara perencanaan dan pengawasan, jelas bahwa tanpa rencana 
pengawasan tidak akan mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman 
untuk melaksanakan pengawasan itu. Sebaliknya, rencana tanpa 
pengawasan akan berarti menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dan 
atau penyelewengan-penyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk 
mencegahnya.
33
 
       Agar fungsi pengawasan mendatangkan hasil yang diharapkan, 
pimpinan organisasi harus mengetahui ciri-ciri tersebut adalah sebagai 
berikut:
34
 
a. Pengawasan harus bersifat “fact finding” dalam arti bahwa 
pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang 
bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi. 
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 b. Pengawasan harus bersifat “preventif” yang berarti bahwa pengawasan 
itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-
penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari yang 
ditentukan. 
c. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang, yang berarti pengawasan 
hanya dapat ditunjukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang 
dilaksanakan. 
d. Pengawasan merupakan alat untuk meningkatkan efesiensi, 
pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir. 
e. Pengawasan hanyalah sekedar alat administrasi dan menejemen, maka 
pelaksanaan pengawasan harus memperhatikan tercapainya tujuan. 
f. Pengawasan tidak dilaksanakan untuk menentukan siapa yang salah 
tetapi untuk menentukan apa yang betul dan apa yang harus diperbaiki. 
g. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana 
meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan 
baginya. 
 
       Hal ini berarti apabila ada bagian tertentu dari organisasi itu berada 
pada jalan yang salah atau terjadi penyimpangan, maka perlu ditemukan 
penyebabnya kemudian memperbaiki dan meluruskan kejalan yang 
benar.
35
 
       Walaupun semua fungsi menejemen fundamental adalah penting 
dalam bidang identifikasi problem dan pemecahan problem, hal yang 
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 terutama penting adalah pengawasan. Sesuatu problem menejemen dapat 
dianggap sebagai sesuatu penyimpangan (atau deviasi) antara apa yang 
seharusnya dan apa yang sebenarnya terdapat. Pengawasan 
mengidentifikasi dengan tepat deviasi atau deviasi-deviasi yang dihadapi. 
Dengan keterangan demikian, rasionalitas yang ditunjukan oleh analisa 
serta sintesa dapat digunakan guna menemukan sebab-sebab daripada 
deviasi demikian, jadi juga sebab daripada problem. Setiap problem 
mempunyai sebab tersendiri.
36
 
 
2. Jenis-jenis Pengawasan 
       Untuk memudahkan mempelajari dan memahami pengawasan ini 
maka para ahli mencoba menggolongkan dan membagi jenis pengawasan. 
Pembagian ini bermacam-macam tergantung pada sudut mana seseorang 
memandang. Penggolongan pengawasan itu bisa bermacam-macam. 
Sofyan Safri Harahap, menggunakan penggolongan sebagai berikut: 
a. Pengawasan Intern 
Pengawasan intern adalah semua sistem dan cara yang digunakan di 
dalam perusahaan sehingga tercapai tujuan organisasi. Misalnya 
sistem akuntansi, personalia, struktur organisasi, dan lain-lain. 
Pengertian pengawasan intern dapat dibagi dua yaitu, kontrol 
administrasi dan accounting control. 
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 b. Pengawasan Ekstern 
Yang dimaksud pengawasan ekstern adalah penggunaan sistem 
pengawasan di mana mekanisme pengawasan itu berjalan dengan 
efektif karena pengaruh unsur ekstern suatu lembaga/perusahaan. 
Unsur ekstern itu misalnya, sistem politik, hukum, disiplin 
masyarakat, kebudayaan, dan lain-lain. Kalau kita ingin mendalami 
jenis pengawasan ini maka kita dapat mempelajari ilmu politik, 
hukum, disiplin masyarakat, kebudayaan, dan lain-lain.  
c. Pengawasan Diri 
Pengawasan diri adalah kemampuan seseorang menguasai dirinya 
untuk tidak berbuat curang dan melanggar peraturan. Jenis 
pengawasan ini merupakan jenis pengawasan yang paling lama, paling 
murah biayanya, tetapi instrumen dan indikatornya sangat sulit diukur. 
Jenis pengawasan ini tergantung pada faktor keyakinan apakah pada 
agama, Tuhan, etika, disiplin, adat, tradisi, dan lain-lain.
37
 
       Didin Hafidhuddin menyebutkan, ada dua pendapat dalam hal 
pengawasan. Ada yang mengatakan, “Benahi dahulu orangnya, baru 
sistemnya.” Disisi lain, ada pula yang mengatakan, “Benahi dahulu 
sistemnya, nanti orangnya akan mengikuti.” Mana dari dua pendapat ini 
yang benar? Kedua-duanya, baik orang dan sistem, harus dibenahi. Jika 
yang dibenahi sistem dulu tanpa membenahi personalnya, maka tidak akan 
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 berhasil. Jika disusun sistem dan aturan tertentu, namun  jika tidak 
dihayati, maka pengawasan itu tidak akan berhasil. Fenomena yang terjadi 
dan sudah menjadi rahasia umum adalah bahwa begitu aturan dikeluarkan, 
maka orang-orang telah berpikir bagaimana cara mengutak-atik aturan 
tersebut. Bagaimana cara agar dapat melakukan kesalahan, namun tidak 
melanggar aturan. Hal inilah yang disebut sebagai utak-atik aturan karena 
pada umumnya, peraturan bukan untuk diikuti, melainkan untuk 
dilanggar.
38
 
       Contoh terdekat adalah di negara jiran Malaysia. Di Malaysia semua 
orang terbiasa untuk antri karena semua sistem dan aturannya harus antri. 
Artinya, bahwa sebenarnya sistem harus dibangun bersama-sama dengan 
membangun orang atau SDM-nya. Orang yang korupsi harus dihukum dan 
orang ketahuan mengedarkan narkoba, maka orang itu di hukum mati. Jika 
orang melakukan kegiatan yang merugikan bagi masyarakat, ia segera 
dihukum tidak boleh bebas. Itulah hal-hal yang harus dilakukan, sehingga 
sistem itu jalan dengan sendirinya dengan didukung oleh orang-orang 
yang baik. Di beberapa negara maju, orang-orang akan malu melanggar 
aturan karena akan diperhatikan oleh semua orang.
39
 
       Dalam konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu 
unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga 
siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi, melihat 
pengawasan tiada lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan 
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 mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan 
penyalahgunaan wewenang.
40
 
 
B. Kode Etik 
       Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah 
ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan 
kewajiban moral (ahlak).
41
 Dalam kaitannya dengan kata etika tersebut, 
Bartens menjelaskan etika berasal dari bahasa yunani kuno yaitu ethos dalam 
bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, ahlak yang baik. 
Bentuk jamak dari ethos adalah ta etha artinya adat kebiasaan. Dari bentuk 
jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf yunani, Aristoteles sudah 
dipakai untuk menunjukan filsafat moral.
42
 
       Suhrawardi K. Lubis sendiri menyatakan dalam istilah latin ethos atau 
ethicos selalu disebut dengan mos, sehingga dari perkataan tersebut lahirlah 
moralitas atau yang sering diistilahkan dengan perkataan moral. Namun 
demikian, apabila dibandingkan dengan pemakaian yang lebih luas, perkataan 
etika dipandang sebagai lebih luas dari perkataan moral, sebab terkadang 
istilah moral sering dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah 
seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatan nyata.
43
 
       Lebih lanjut Suhrawardi K. Lubis menyatakan, bahwa dalam bahasa 
agama Islam, istilah etika ini merupakan bagian dari ahlak. Dikatakan 
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 merupakan bagian dari ahlak karena, ahlak bukan sekedar menyangkut 
perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, akan tetapti mencakup 
hal-hal yang luas, yaitu bidamh akidah, ibadah, dan syari‟at.44 
       Etika merupakan sistem norma yang berada antara sistem norma agama 
dan sistem norma hukum. Etika bersumber dari nilai-nilai keragaman dan 
kultural yang dipahami oleh tiap individu dalam masyarakat tertentu. Pada 
awalnya antara norma hukum dan norma etika sering dibedakan berdasarkan 
kekuataan paksan dari sanksi yang dikenakan. Sanksi hukum dipandang 
kekuatan paksannya lebih kuat karena dilakukan oleh otoritas diluar diri 
pribadi sedangkan etika berasal dari diri pribadi dan dari lingkungan 
masyarakat di mana seseorang tinggal. Walaupun memiliki perbedaan sistem 
norma hukum dan sistem norma etika sesungguhnya tidak dapat dilepaskan 
dan saling mempengaruhi. Keduanya mengatur perilaku manusia dan 
menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mana yang 
merupakan kesalahan dan mana yang bukan kesalahan.
45
 
       Positivisasi sistem etika dilakukan dengan membuat kesepakatan 
bersama tentang kaidah-kaidah etik yang harus dipegang dan dijalankan 
bersama. Hal ini wujudkan dalam bentuk penyusunan kode etik (code of 
ethics) dan kode perilaku (code of conduct). Selain itu, juga diperlukan 
adanya infrastruktur penegakan kode etik tersebut yang biasanya berbentuk 
dewan atau majelis kehormatan yang akan menentukan adanya pelanggaran 
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 kode etik atau tidak dan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran 
tersebut.
46
 
      Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kode berarti tanda (kata-
kata, tulisan) yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, kumpulan 
peraturan yang sistematis, kumpulan prinsip yang sistematis.
47
 Kata etik 
berarti prinsip-prinsip tentang moralitas, atau ilmu tentang moralitas, sebagai 
himpunan aturan-aturan mengenai tata cara atau tata tindak.
48
 Sedangkan 
menurut E. Y. Kanter, kode etik adalah kompas yang menunjuk arah moral 
bagi profesional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi 
hukum di mata masyarakat.
49
 
       Sementara menurut Abdul Kadir Muhammad, kode etik prefesi 
merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan 
pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah 
seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga 
anggota kelompok profesi tidak akan ketingalan zaman. Sejalan dengan 
pemikiran Abdul Kadir Muhammad di atas, Bartens menyatakan bahwa etika 
profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok 
profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya 
bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi 
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 itu di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus 
menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri.
50
 
       Pendapat lain mengatakan, kode etik profesi merupakan hasil pengaturan 
diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, 
yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif 
apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup di dalm lingkungan 
profesi itu sendiri. Kode etik merupakan rumusan norma moral manusia yang 
mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan 
anggota kelompok profesi dan merupakan upaya pencegahan berbuat yang 
tidak etis bagi anggotanya.
51
 
       Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, 
rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik 
perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah 
perilaku yang baik-baik. Akan tetapi, di balik semua itu terdapat kelemahan-
kelemahan sebagai berikut: 
1. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan 
fakta yang terjadi di sekitar para profesional sehingga harapan sangat jauh 
dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk 
berpaling pada kenyataan dan menggambarkan idealisme kode etik 
profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan lukisan berbingkai. 
2. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak 
dilengkapi dengan sanksi yang keras karena keberlakuannya semata-mata 
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 berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi 
peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang 
dari kode etik profesinya.
52
 
       Abdul Kadir Muhammad mengatakan, kode etik profesi merupakan 
kriteria prinsip-prinsip profesional yang telah digariskan sehingga dapat 
diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru ataupun 
calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah 
kemungkinan terjadi konflik kepentingan antar sesamaa anggota kelompok 
profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota 
kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol 
melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah 
memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.
53
 
       Lebih lanjut Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa kode etik 
telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok 
profesi. Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi 
campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota 
kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Kode etik 
profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar 
atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma 
perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan 
pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi 
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 perilaku yang diangga benar menurut pendapat umum karena berdasarkan 
pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan.
54
 
       Semua kode etik profesi dibuat dalam bentuk tertuis dengan maksud 
agar dapat dipahami secara konkret oleh para anggota profesi tersebut. 
Dengan tertulisnya kode etik, tidak ada alasan bagi anggota profesi 
tersebut tidak membacanya dan sekaligus merupakan pegangan yang 
sangat berarti bagi dirinya. Menurut Sumaryono, fungsi kode etik profesi 
memiliki tiga makna, yaitu: 
1. Sebagai sarana kontrol sosial. 
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain. 
3. Sebagai pencegah kesalah pahaman dan konflik.55 
       Jimly Asshiddiqie mengatakan, untuk menunjang berfungsinya sistem 
hukum diperlukan suatu sistem etika yang ditegakan secara positif berupa 
kode etik di sektor publik. Di setiap sektor kenegaraan dan pemerintahan 
selalu terdapat peraturan tata tertib serta pedoman organisasi dan tata kerja 
yang bersifat internal. Di lingkungan organisasi-organisasi masyarakat 
juga selalu terdapat Anggaran atau Pedoman Dasar dan Anggaran atau 
Pedoman Rumah Tangga organisasi. Namun, baru sedikit sekali di antara 
organisasi atau lembaga-lembaga tersebut yang telah memiliki Kode Etik 
yang disertai oleh infrastruktur kelembagaan Dewan Kehormatan ataupun 
Komisi Etika yang bertugas menegakkan kode etik dimaksud. Di samping 
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 itu, kalaupun pedoman atau anggaran dasar dan rumah tangga tersebut 
sudah ada, dokumen-dokumen itu hanya ada di atas kertas dalam arti tidak 
sungguh-sungguh dijadikan pedoman perilaku berorganisasi. Pada 
umumnya, dokumen-dokumen peraturan, pedoman, atau anggaran asar 
dan rumah tangga tersebut hanya dibuka dan dibaca pada saat diadakan 
kongres, muktamar, musyawarah nasional organisasi yang bersangkutan. 
Selebihnya, dokumen-dokumen tersebut terlupakan.
56
 
       Dengan perkataan lain, dalam kultur keorganisasian atau kultur 
berorganisasi di berbagai kalangan masyarakat kita, kebiasaan untuk 
mentaati aturan, rule of the game belumlah menjadi tradisi yang kuat. 
Tradisi taat aturan itu masih harus dibudayakan secara luas. Untuk itu, 
diperlukan proses pelembagaan tradisi normatif yang bertingkat-tingkat, 
baik berkenaan dengan norma hukum, norma etika dan moral, serta norma 
hukum. Karena itu, selain menata dan memperbaiki kembali sistem norma 
hukum, kita juga perlu melembagaan sistem dan infrastruktur etika positif 
dalam masyarakat kita. Sistem dan infrasrtuktur etika tersebut 
dilembagakan, baik melalui mekanisme di lingkungan suprasrtuktur 
kenegaraan dan pemerintah maupun di lingkngan infrastruktur 
masyarakat.
57
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 C. Dewan Perwakilan Rakyat 
1. Kedudukan dan Fungsi DPR 
       Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam 
ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan 
rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang, DPR 
memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
58
 
       Mengenai kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen) dalam 
negara hukum yang demkratis, harus dikaitkan dengan sistem pemerintahan 
yang dianut oleh suatu negara. Dalam sistem presidensiil, Dewan 
Perwakilan Rakyat berkedudukan ”nebengeordnet” atau sederaja dengan 
Presiden. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, Presiden dan 
Mentri-mentri negara (kabinet) yang membantunya tidak bertanggung 
jawab kepada Dewan, sehingga kedudukannya tidak tergantung dari 
dukungan suara mayoritas Dewan. Namun Presiden dalam 
penyelenggaraan pemerintah harus benar-benar memperhatikan suara 
Dewan, karena dengan kontrol, legislatifnya, Dewan dapat membatasi 
kekuasaan Presiden melalui pementukan undang-undang, penetapan 
anggaran pendapatan dan belanja negara, persetujuan perjanjian 
internasional, persetujuan pengangkata para pejabat negara, dan 
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan Dewan adalah 
kuat, karena tidak dapat dibubarkan oleh Presiden.
59
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        Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut UUD 1945 sebelum di 
lakukan amandemen, memiliki kewenangan menyetujui undang-undang 
dan berhak mengajukan rancangan undang-undang (hak inisiatif). Akan 
tetapi, setelah dilakukan amandemen UUD 1945 tugas dan fungsi DPR 
demikian luas yaitu, di samping memiliki fungsi legislasi, juga memiliki 
fungsi anggaran dan pengawasan (Pasal 20 A ayat 1 UUD 1945). Di 
samping itu, DPR mempunyai hak interplasi, hak angket dan menyatakan 
pendapat (Pasal 20 A ayat 2). Bahkan lebih dari itu bahwa anggota DPR 
memiliki hak menyampaikan usul, pernyataan dan hak imunitas (Pasal 20 
A ayat 3).
60
  
       Abu Daud Busroh menyatakan, bahwa fungsi DPR adalah bersama 
Presiden/Pemerintah membentuk Undang-undang, bersama 
Presiden/Pemerintah membentuk Undang-undang tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kedudukan DPR lebih kuat dari 
Pemerintah, sebab apabila DPR menolak RUU APBN yang diajukan 
Pemerintah maka Pemerintah melaksanakan APBN tahun sebelumnya. Dan 
mengawasi Pemerintah.
61
 
a. Fungsi legislasi 
       Badan legislasi adalah lembaga yang “legislate” atau membuat 
undang-undang. Anggota anggotanya dianggap mewakili rakyat, maka 
dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat, nama 
lain yang sering dipakai yaitu Parlemen. Menurut teori yang berlaku, 
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 maka rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai 
suatu kemauan yang oleh Rosseau disebut Volante Generale atau 
General Will. Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan 
kemauan rakyat atau kemauan ini dengan jalan menentukan 
kebijaksanaan umum (Public Policy) yang mengikat seluruh 
masyarakat. Undang-undang yang dibuatnya mencerminkan 
kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan 
badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan 
umum.
62
 
       Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 20 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.  
       Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk 
undang-undang, dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan 
bersama. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan 
persetujuan bersama, rancangan itu tidak boleh diajukan lagi dalam 
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Presiden 
mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama 
untuk menjadi undang-undang. Dalam hal rancangan undang-undang 
yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden 
dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang itu 
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 disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-
undang dan wajib diundangkan.
63
 
       Selain itu, fungsi legislasi juga menyangkut empat bentuk kegiatan, 
yaitu: 
1) Prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initiation). 
2) Pembahasan rancangan undang-undang (law making processi). 
3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law 
enactment approval). 
4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau 
persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang 
mengikat lainnya. (Binding decision making on internasional 
agreement and treaties or other legal binding dokuments).
64
 
b. Fungsi Budgeter 
      Kekuasaan badan legislatif di bidang keuangan tampak jelas. 
Rancangan anggaran belanja diajukan kebadan legislatif oleh badan 
eksekutif, akan tetapi badan legislatif mempunyai hak untuk 
mengadakan amandemen, dan dalam hal ini menentukan seberapa jauh 
anggaran pemerintah dan dengan demikian seluruh program kegiatan 
pemerintahan dapat disetujui. Jadi, badan legislatiflah yang menentukan 
berapa dan dengan cara apa uang rakyat dipergunakan. Dalam negara di 
mana badan eksekutif memainkan peranan yang dominan, badan 
legislatif biasannya tidak akan terlalu banyak mengubah rancangan 
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 anggaran belanja, akan tetapi dalam negara di mana badan legislatif 
merupakan badan yang kuat, badan legislatif dapat saja mengadakan 
banyak perubahan, termasuk mengurangi anggaran yang 
dipergunakan.
65
 
       Fungsi Budgeter Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 20 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
       Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari 
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-
undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rancangan undang-undang 
anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk 
dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Apabila Dewan Perwakilan 
Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja 
negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan 
anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu.
66
 
c. Fungsi Pengawasan 
       Dengan semakin berkurangnya pengaruh badan legislatif di bidang 
legislatif, maka peranannya di bidang pengawasan dan kontrol 
bertambah menarik perhatian umum. Badan legislatif berkewajiban 
mengawasi aktifitas badan eksekutif, agar supaya sesuai dengan 
kebijaksanaan yang telah ditetapkannya. Pengawasan dilakukan melalui 
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 sidang panitia-panitia legislatif dan melalui hak-hak kontrol khusus, 
seperti hak bertanya, interplasi dan sebagainya.
67
 
       Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat salah satunya yaitu 
pengawasan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, diatur dalam Pasal 
7A dan 7B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945. 
       Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dari masa 
jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan 
Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti melakukan pelanggaran 
hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila 
terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan /atau Wakil 
Presiden.
68
 
       Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat 
diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis 
Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan 
permintaan kepada Mahkamah Konstitusi, untuk mmeriksa, mengadili, 
dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden 
dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa 
penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 
lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden 
dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 
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 dan/atau Wakil Presiden. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa 
Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum 
tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 
dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka fungsi pengawasan 
Dewan Perwakilan rakyat.
69
 
       Jimly Asshiddiqie berpendapat, bahkan secara teoritis, jika dirinci, 
fungsi-fungsi kontrol atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga 
perwakilan rakyat dapat pula dibedakan, yaitu: 
1) Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (control of policy 
making). 
2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (control of policy 
executing). 
3) Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (control of 
budgeting). 
4) Pengawasan terhadap pelaksanaan penganggaran dan belanja negara 
(control of budget implementation). 
5) Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (control of government 
performances). 
6) Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of 
political appointment of public officials) dalam bentuk persetujuan 
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 atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh 
DPR.
70
 
       Secara umum, dipahami oleh masyarakat bahwa fungsi DPR 
meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi Budget. 
Diantara ketiga fungsi itu, biasanya yang paling menarik perhatian para 
politisi untuk diperbincangkan adalah tugas sebagai pemrakarsa 
pembuatan undang-undang.
71
 
       Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie, Dewan Perwakilan Rakyat 
dengan presiden merupakan dua lembaga negara yang berlainan akan 
tetapi dalam tugas legislatif kedua lembaga tersebut mempunyai tugas 
yang sama terutama dalam membuat Undang-undang dan menetapkan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sesudah Dewan Perwakilan 
Rakyat bersama presiden menetapkan Undang-undang dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, maka dalam pelaksanaan selanjutnya 
oleh Presiden (Pemerintah), Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi 
sebagai pengawas terhadap pemerintah.
72
 
2. Hak dan Kewajiban DPR 
       Dalam hal untuk melaksanakan tugas pengawasan, DPR mempunyai 
hak-hak yaitu, hak bertanya, hak minta keterangan, hak angket 
(penyelidikan), hak usul pernyataan pendapat, hak amandemen/hak budget, 
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 hak memilih seseorang apabila diminta oleh peraturan perundang-
undangan, hak inisiatif, dan sebagai forum komunkasi antara Pemerintah 
dengan masyarakat, baik melalui rapat-rapat kerja dengan Pemerintah, 
dengar pendapat dengan pejabat-pejabat Pemerintah maupun melalui 
dengar pendapat umum atau masyarakat. Termasuk fungsi ini adalah 
pendidikan politik.
73
 
a. Hak meminta keterangan kepada Presiden (Hak Interplasi) 
Hak interplasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada Presiden 
mengenai suatu kebijaksanaan pemerintah. Dalam melakukan 
kekuasaannya, Presiden mengambil suatu kebijaksanaan yang 
dianggapnya penting, yang sebelumnya tidak diketahui oleh Dewan. 
Oleh karena hak interplasi tersebut akan menjadi hak dewan selaku 
lembaga legislaif, maka hak tersebut dapat diajukan oleh sekurang-
kurangnya 30 (tiga puluh) orang anggota Dewan yang terdiri dari lebih 
satu fraksi dan isinya disususn secara singkat dan jelas, yang diajukan 
kepada Pimpinan Dewan. Sebelun dibicarakan dalam rapat pleno, usul 
interplasi tersebut dibahas oleh Badan Musyawarah dengan para 
pengusulnya. 
b. Hak  Mengadakan Penyelidikan (Hak Angket) 
Hak Angket adalah hak untuk mengadakan penyelidikan mengenai 
masalah tertentu  (politik, ekonomi, sosial, budaya, atau Hankam). 
Pelaksanaan hak angket diatur dengan undang-undang. Hak tersebut 
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 dapat diajukan oleh beberapa orang angota Dewan yang terdiri dari 
lebih dari satu fraksi. Usul angket tersebut harus disusun dengan jelas 
dan lengkap mengenai materi permasalahan, waktu dan biaya yang 
diperlukan. 
c. Hak Mengadakan Perubahan Atas Rancangan Undang-undang (Hak 
Amandemen) 
Hak amandemen ialah hak Dewan untuk mengadakan perubahan atau 
penyempurnaan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh 
Presiden. Hak tersebut dapat diketahui dari pengertian Pasal 5 (1) dan 
Pasal 20 (1) UUD 1945. Tiap-tiap undang-undang menghendaki 
persetujuan Dewan sebagai persyaratan formal sahnya undang-undang, 
di samping pengesahan Presiden. Persetujuan Dewan tersebut dapat 
dengan perubahan, penyempurnaan atau tanpa perubahan. Sebaliknya 
Dewan dapat menolak atau tidak menyetujui rancangan undang-undang 
yang diajukan kepadanya. Namun dalam praktek tidak mungkin terjadi, 
karena pembahasan suatu rancangan undang-undang selalu dilakukan 
bersama-sama oleh Presiden dan Dewan. 
d. Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat 
Hak mengajukan pernyataan pendapat mengenai masalah tertentu atau 
kebijaksanaan Presiden dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 30 
(tiga puluh) orang anggota Dewan yang terdiri dari lebih satu fraksi, 
yang isinya dapat berbentuk memorandum, resolusi, atau mosi. Usul 
pernyataan pendapat tersebut dapat diterima oleh Dewan selaku 
 lembaga, dan dapat juga ditolaknya. Jika dapat diterima maka usul 
pernyataan pendapat tersebut disampaikan kepada Presiden. 
e. Hak Mengajukan Rancangan Undang-undang (Hak Usul Inisiatif) 
Dalam melaksanakan tugas legislatif, Dewan dapat dapat menyetujui 
suatu RUU yang berasal dati usul inisiatif anggota-anggota Dewan. 
Usul inisiatif RUU tersebut diajukan oleh sekurang-kurangnya 30 (tiga 
puluh) orang anggota Dewan yang terdiri lebih dari satu fraksi. RUU 
usul inisiatif yang telah disetujui oleh Dewan tersebut disampaikan 
kepada Presiden untuk memperoleh pengesahan. 
f. Hak Mengajukan Pertanyaan 
Hak mengajukan pertanyaan (hak tanya) ialah hak seorang atau 
beberapa orang anggota Dewan untuk mengajukan pertanyaan tertulis 
mengenai suatu masalah yang dianggapnya penting kepada Presiden. 
Usul pertanyaan tersebut diajukan melalui Pimpinan Dewan. Setelah 
Dewan dapat menyetujui, usul pertanyaan tersebut disampaikan kepada 
Presiden. Dalam hal ini, Presiden dapat memberikan jawaban secara 
tertulis atau lisan di depan rapat pleno Dewan, sehingga Dewan dapat 
memberikan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan usul 
pertanyaannya. 
 
 
 
 
 g. Hak Protokol dan Hak Keuangan/Administratif 
Pimpinan dan anggota-anggota Dewan selaku pejabat negara harus 
diatur hak-haknya yang berkaitan dengan protokol, keuangan dan 
administrasinya dengan undang-undang.
74
  
       Anggota DPR mempunyai kewajiban antara lain: 
a. Mengamalkan Pancasila. 
b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan. 
c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. 
d. Memperhatikan dan memelihara kerukunana nasional dan keutuhan 
negara kesatuan Republik Indonesia.
75
  
 
3. Tugas dan Wewenang DPR 
       Di antara tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat, antara lain 
sebagai berikut: 
a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk 
mendapat persetujuan bersama. 
b. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang. 
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 c. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan oleh DPD yang 
berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakannya dalam 
pembahasan. 
d. Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD. 
e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta 
kebijakan pemerintah. 
f. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggung 
jawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. 
g. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, 
membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. 
h. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat.
76
 
 
       Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, bahwa kedudukan DPR, baik sebagai 
lembaga legislatif maupun sebagai lembaga pengawas, mendapatkan 
jaminan konstitusional yang kokoh dapat dijadikan landasan yang sangat 
kuat untuk meningkatkan peran aktualnya yang makin nyata di masa-masa 
mendatang.
77
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 D. MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN 
       Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat 
kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang bertujuan menjaga serta 
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga 
perwakilan rakyat.
78
 
       Dalam hal penetapan anggota, DPR menetapkan susunan dan 
keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan ditetapkan oleh DPR. DPR 
menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang 
terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan pertimbangan dan pemerataan 
jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan 
permulaan tahun sidang. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berjumlah 
17 (tujuh belas) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
79
 
       Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk 
menentukan komposisi keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dengan 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk 
mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi, keputusan diambil 
berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR. Fraksi mengusulkan 
nama anggota Mahkamah Kehormatan Dewan kepada pimpinan DPR sesuai 
dengan perimbangan jumlah. Pergantian anggota Mahkamah Kehormatan 
Dewan dapat dilakukan oleh fraksinya apabila anggota Mahkamah Kehomatan 
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 Dewan bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari 
fraksinya.
80
 
       Dalam hal tugas dan wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan, untuk 
mengadili setiap anggota DPR yang melakukan pelanggaran, itu berbeda 
penanganannya tergantung jenis pelanggaran nya, karena ada pelanggaran 
yang memerlukan pengaduan dan ada yang tidak memerlukan pengaduan. 
       Adapun pelanggaran yang memerlukan pengaduan, Mahkamah 
Kehormatan Dewan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas 
pengaduan terhadap anggota karena: 
1. Tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81. 
2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan 
tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa 
keterangan yang sah. 
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR sebagaimana ketentuan 
mengenai syarat calon anggota DPR yang diatur dalam undang-undang 
mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Dan/atau 
4. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang 
itu.
81
 
       Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran yang 
dilakukan oleh anggota DPR berupa, ketidakhadiran dalam rapat DPR yang 
menjadi kewajibannya, tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau 
terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling 
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 singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan 
hukum tetap. Sedangkan penanganannya dilaksanakan berdasarkan, hasil 
verifikasi, dan usulan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Selanjutnya, 
dilakukannya rapat Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memutuskan 
tindak lanjut terhadap penanganan pelanggaran. Serta Mahkamah 
Kehormatan Dewan menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan DPR 
atas keputusan tindak lanjut penanganan pelanggaran tersebut.
82
 
       Apabila dalam hal teradu adalah pimpinan dan/atau anggota Mahkamah 
Kehormatan Dewan dan pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap 
dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, Mahkamah Kehormatan 
Dewan memberitahukan kepada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi bahwa 
teradu akan diproses lebih lanjut. Setelah menerima pemberitahuan, pimpinan 
DPR menonaktifkan sementara waktu pimpinan dan/atau anggota Mahkamah 
Kehormatan Dewan yang diadukan. Namun jika Mahkamah Kehormatan 
dewan memutus teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana 
yang diadukan, kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau anggota Mahkamah 
Kehormatan Dewan diaktifkan kembali oleh pimpinan DPR.
83
 
       Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan harus didasarkan atas, azas 
kepatutan, moral, dan etika, fakta dalam hasil sidang Mahkamah Kehormatan 
Dewan, fakta dalam pembuktian, fakta dalam pembelaan, dan tata tertib dan 
kode etik. Namun anggota, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan DPR dilarang 
melakukan upaya intervensi terhadap putusan Mahkamah Kehormatan 
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 Dewan. Karena upaya intervensi terhadap putusan Mahkamah Kehormatan 
Dewan merupakan pelanggaran kode etik dan akan diproses oleh Mahkamah 
Kehormatan Dewan.
84
 
       Putusan Mahkamah Kehormatan dewan bersifat final dan mengikat, 
kecuali mengenai putusan pemberhentian tetap anggota. Dan putusan 
Mahkamah Kehormatan Dewan mengenai pemberhentian tetap anggota harus 
mendapatkan persetujuan rapat paripurna. Sementara dalam hal putusan 
Mahkamah Kehormatan Dewan mengenai pemberhentian tetap anggota, 
putusan berlaku sejak tanggal mendapatkan persetujuan rapat paripurna. 
Bunyi amar putusan yaitu, menyatakan teradu tidak terbukti melanggar, atau 
menyatakan teradu terbukti melanggar. Namun daalam hal teradu tidak 
terbukti melanggar, putusan disertai rehabilitasi terhadap teradu. Dan 
Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan putusan rehabilitasi kepada 
pimpinan DPR dengan tembusan kepada pimpinan fraksi dari anggota yang 
bersangkutan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal putusam berlaku.
85
 
       Sementara putusan rehabilitasi diumumkan dalam rapat paripurna DPR 
yang pertama sejak diterimanya putusan Mahkamah Kehormatan Dewan oleh 
pimpinan DPR dan dibagikan kesemua anggota DPR. Namun jika teradu 
terbukti melanggar putusan disertai dengan sanksi kepada teradu berupa: 
1. Sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis 
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 2. Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan 
DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat 
kelengkapan DPR, atau 
3. Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan 
atau pemberhentian tetap sebagai anggota DPR.
86
 
       Selanjutnya selain tugas tersebut Mahkamah Kehormatan Dewan 
melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik 
DPR, dan Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang memanggil pihak yang 
berkaitan dan melakukan kerja sana dengan lembaga lain.
87
 
       Sementara dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menangani 
kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi 
pemberhentian, Mahkamah Kehormatan Dewan harus membentuk panel 
sidang pelanggaran kode etik anggota DPR. Panel tersebut terdiri atas 3 (tiga) 
orang anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dan (4) empat orang dari 
unsur masyarakat. Selanjutnya putusan panel tersebut disampaikan kepada 
rapat paripurna untuk mendapat persetujuan terhadap pemberhentian tetap 
anggota DPR.
88
 
       Anggota panel yang berasal dari Mahkamah Kehormatan Dewan dipilih 
dari dan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan prinsip musyawarah 
dan mufakat. Apabila prinsip musyawarah dan mufakat tidak tercapai, 3 orang 
anggota panel yang berasal dari Mahkamah Kehormatan Dewan dipilh 
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 berdasarkan suara terbanyak dan kemudian ditetapkan dalam keputusan 
Mahkamah Kehormatan Dewan.
89
 
       Sementara anggota panel yang berasal dari unsur masyarakat harus 
memiliki integritas yang mewakili akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama 
dan praktisi hukum. Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan menerima 
usulan bakal calon anggota panel yang berasal dari unsur masyarakat secara 
terbuka, serta diseleksi dan ditetapkan dalam rapat pleno Mahkamah 
Kehormatan Dewan. Pembentukan panel tersebut paling lama 10 hari terhitung 
sejak Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tentang adanya dugaan 
pelanggaran kode etik yang bersifat berat terhadap anggota DPR.
90
 
       Panel dipimpin oleh 1 (satu) orang sekertaris yang dipilih dari dan oleh 
anggota panel berdasarkan musyawarah dan mufakat. Panel melaksanakan 
tugasnya untuk menyelidiki dan memverifikasi dugaan pelanggaran kode etik 
yang bersifat berat. Panel melakukan persidangan secara tertutup. Panel berhak 
memanggil saksi dan ahli serta menghadirkan barang bukti dalam persidangan. 
Panel dalam penetapannya berbunyi, menyatakan teradu tidak terbukti 
melangar, atau menyatakan teradu terbukti melanggar. Putusan panel 
disampaikan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk dilaporkan dalam 
rapat paripurna DPR. Dan panel bekerja paling lama 30 (tiga puluh) hari.
91
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 BAB III 
BENTUK PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PERWAKILAN 
A. ETIKA POLITIK ISLAM 
       Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu 
tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban 
moral (ahlak).
92
 Dalam kaitannya dengan kata etika tersebut, Bartens 
menjelaskan etika berasal dari bahasa yunani kuno yaitu ethos dalam bentuk 
tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, ahlak yang baik. Bentuk 
jamak dari ethos adalah ta etha artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini 
terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf yunani, Aristoteles sudah dipakai 
untuk menunjukan filsafat moral.
93
 
       James J. Spillane SJ mengungkapkan bahwa etika atau ethics 
memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam 
pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan 
penggunaan akal budi individual dengan objektifitas untuk menentukan 
“kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah laku seseorang terhadap orang 
lain.
94
 Sementara menurut Burhanudin Salam, etika adalah sebuah cabang 
filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan 
perilaku manusia dalm hidupnya.
95
 
       Etika dilihat dari ruang lingkup dan pengertiannya, etika sangat dekat 
dengan moral. Kata moral dari bahasa latin yaitu mos dan bentuk jamaknya 
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 mores yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, ahlak dan 
cara hidup. Oleh karena itu sama halnya dengan etika yang juga dalam bahasa 
yunani mempunyai pengertian adat istiadat mengenai baik dan buruknya suatu 
perbuatan.
96
 
       Sementara politik dalam bahasa Inggris politic, secara leksikal 
mengandung arti acting on judging wisely, well judged, prudent, yaitu 
bijaksana atau dengan bijaksana. Politik dalam bahasa latin adalah politucus, 
dalam bahasa Yunani politicos, berasal dari kata polis yang bermakna city 
“kota”. Politik dalam bahasa Indonesia dipahami dengan tiga arti, yaitu (1) 
segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai 
pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, (2) tipu muslihat atau 
kelicikan, dan (3) dipakai nama disiplin ilmu pengetahuan, yaitu Ilmu Politik.
97
 
       Menurut Miriam Budiarjo, Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik 
(politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau 
negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan 
melaksanakan tujuan-tujuan itu.
98
 
       Dalam kaitannya etika dan politik, filsafat politik dahulu mempersoalkan 
tentang masalah nilai etika, pertanyaan yang diajukan merupakan abstraksi 
moral yang bersumber dari upaya manusia untuk memaknai kehidupan dengan 
ajaran yang lebih baik dan pasti.
99
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        Sedangkan menurut Frans Magniz Suseno, etika politik pada dasarnya 
merupakan salah satu cabang dari filsafat. Sebagai usaha ilmiah, filsafat dibagi 
ke dalam beberapa cabang. Dua cabang utama filsafat adalah filsafat teoretis 
dan filsafat praktis. Filsafat teoritis mempertanyakan apa yang ada dan 
bagaimana manusia harus bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Pertanyaan-
pertanyaan yang muncul diwilayah ini adalah apa itu manusia, alam, hakikat 
realitas, apa itu pengetahuan, dan lain sebagainya. Sedangkan filsafat yang 
langsung mempertanyakan praktis manusia adalah etika.
100
 
       Sementara menurut Ayi Sofyan, fisafat dan etika politik mengupas 
argumentasi dan pernyataan ilmu politik mengenai hakikat realitas manusia, 
pola legitimasi, dan tuntutan normatif dasar yang di kemukakan. Dalam 
kerangka ini, fungsi etika politik ditetapkan. Ada tiga keriteria untuk menilai 
betul tidaknya tindakan politik itu, yaitu: 
1. Pada tingkatan umum, yaitu prinsip-prinsip moral dasar; misalnya prinsip 
keadilan, kejujuran dan amanah. 
2. Bersifat menengah dan mengacu pada bidang tertentu, misalnya prinsip 
kekuasaan harus dilegitimasikan secara demokratis, dan kebijakan publik 
melalui permusyawaratan dalam perwakilan rakyat. 
3. Kriteria penilaian yang sesuai dengan zaman dan situasi. Prinsip pertama 
masih umum dan bersifat abstrak sehingga tidak dapat dioprasionalkan 
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 tanpa instrumen dan ukuran yang jelas oleh karena itu, ia merupakan 
wewenang etika umum untuk menilainya.
101
 
       Lebih lanjut, Franz Magnis Suseno mempunyai pandangan dan orientasi 
menanamkan nilai-nilai moralitas kepada sesama manusia, sehingga bisa 
terwujud tatanan hidup berbangsa yang menghormati dan mengangkat derajat 
seseorang sebagai manusia dan terciptanya persaudaraan. Etika politik memang 
tidak dapat mengkotbahi para elite politik, tetapi dapat memberikan patokan-
patokan orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang mau menilai 
kualitas tataran dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia.
102
 
       Satu keyakinan yang selalu ada dalam pandangan etika, bahwa pada 
dasarnya manusia itu baik. Politik dalam pandangan etika tidak lebih dari suatu 
alat, sama dengan negara itu sendiri, hanyalah suatu alat yang berfungsi untuk 
mengatur kehidupan manusia dalam sebuah negara.
103
 
       Muhammad Tahir Azhari, menjelaskan bahwa dalam sistem hukum Islam 
dengan sifatnya yang komprehensif itu, dijumpai pula aspek-aspek hukum 
ketatanegaraan yang dinamakan al-ahkam al-sultaniyah. Kecuali iu, pemikiran 
tentang negara telah pula diletakan dasar-dasarnya oleh seorang pemikir Islam 
yang terkenal dan diakui otoritasnya oleh para sarjana Barat yaitu Ibnu 
Khaldun. Sebagaimana Muhammad Tahir Azhari telah jelaskan, Ibnu Khaldun 
telah menentukan suatu tipologi negara dengan menggunakan tolak ukur 
kekuasaan. Pada dasarnya ia menggambarkan dua keadaan manusia, yaitu 
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 keadaan alamiah dan keadaan yang berperadaban. Dalam keadaan yang 
terakhir inilah manusia mengenal gagasan negara hukum.
104
 
       Ibnu Khaldun berpendapat, bahwa dalam mulk siyasi ada dua macam 
bentuk negara hukum yaitu: (1) siyasah diniyah yang Muhammad Tahir Azhari 
terjemahkan sebagai nomokrasi Islam dan (2) siyasah „aqliyah yang 
Muhammad Tahir Azhari terjemahkan sebagai nomokrasi sekuler. Ciri pokok 
yang membedakan kedua macam nomorasi itu ialah pelaksanaan hukum Islam 
(syari‟ah) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran 
manusia. Dalam nomokrasi Islam, baik syari‟ah maupun hukum yang 
didasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi dan berperan dalam 
negara. Sebaliknya dalam nomokrasi sekuler manusia hanya menggunakan 
hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka. Apakah nomorasi Islam 
itu? Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-
prinsip umum sebagai berikut: 
1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah. 
2. Prinsip musyawarah. 
3. Prinsip keadilan.  
4. Prinsip persamaan. 
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak asasi manusia. 
6. Prinsip peradilan bebas. 
7. Prinsip perdamaian. 
8. Prinsip kesejahteraan. 
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 9. Prinsip ketaatan rakyat.105 
       Bahasa politik Islam mempunyai dua fungsi, yaitu penafsiran terhadap 
nilai-nilai Islam dan pengarahan terhadap cita-cita sosial Islam. Dalam hal ini 
terdapat hubungan antara doktin dan konsepsi. Bahasa politik berfungsi sebagai 
instrumen untuk merumuskan konsepsi yang merupakan terjemahan dari 
doktrin. Perpaduan antara doktrin-doktrin dan cita-cita sosial (konsepsi) sangat 
mungkin terjadi terutama jika doktrin-doktrin tersebut dipahami secara 
komprehensif sebagai suatu keseluruhan.
106
 
      Menurut penulis jadi etika politik dipandang sangat perlu dalam Islam, 
karena politik itu berkenaan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan 
masyarakat. Dalam berpolitik sering menyangkut hubungan antar manusia, 
misalnya saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, saling 
menerima dan tidak memaksakan pendapat sendiri. Itulah prinsip-prinsip 
hubungan antar manusia yang harus berlaku di dalam dunia politik. 
      Untuk mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya menurut 
ketentuan-ketentuan yang telah Allah gariskan. Prinsip-prinsip etika politik 
dalam Islam itu antara lain: 
1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah. 
 َه
ّٰللٱ                        
    ََه
ّٰللٱ          ََه ّٰللٱَ            
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 Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 
di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa: 58).107 
       Ayat yang turun perihal ulil amri menerangkan bahwa mereka (ulil amri) 
harus menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu 
perkara umum yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Dan apabila mereka 
menetapkan hukum di antara manusia, dia harus menetapkannya dengan adil. 
Kesimpulannya bahwa tujuan  penguasa dengan keputusannya tersebut adalah 
memberikan hak kepada yang berhak.
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2. Prinsip musyawah. 
       Ada dua ayat yang menyebutkan secara jelas akan adanya musyawarah, 
dan setiap satu dari dua ayat itu mempunyai petunjuk masing-masing. 
a. Surat Asy-syura ayat 38. 
 
                              
      
Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki 
yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syura: 38)109 
       Surah ini dinamai dengan nama Asy-Syura (musyawarah) sebagai 
penghargaan atas kedudukannya, hal itu ia dianggap sebagai “satu unsur dari 
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 beberapa unsur kepribadian penuh keimanan yang benar”, di samping kesucian 
hati penuh iman, tawakal, dan penyucian anggota badan dari dosan dan 
perbuatan keji, juga sifat muraqabah (pendekatan diri) kepada Allah dengan 
mendirikan shalat dan solidaritas yang baik lewan jalan musyawarah, juga 
berinfak di jalan Allah. Di samping itu, juga unsur kekuatan yang dapat 
menaklukan kezaliman dan agresi. Dan ini termasuk di antara kaidah syariat 
atau politik keagamaan, sebagaimana ia juga adalah metode yang dikendaki 
oleh Allah untuk kaum muslimin dalam gerakan masyarakat dan dasar 
normanya.
110
 
b. Surat Ali Imran ayat 159. 
 
    ََه
ّٰللٱ                 
                          
 َه
ّٰللٱ   َه
ّٰللٱ          
Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali Imran : 159).
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       Menurut Farid Abdul Khalik, perintah di sana sekalipun ditujukan kepada 
Rosullulah S.A.W, tetapi perintah itu juga ditujukan kepada pemimpin tertinggi 
negara Islam di setiap masa dan tempat, yakni wajib melakukan musyawarah 
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 dengan rakyat dalam segala perkara umum dan menetapkan hak partisipasi 
politik bagi rakyat di negara muslim sebagai salah satu hak dari hak-hak Allah 
yang tidak boleh dihilangkan. Pelanggaran penguasa atas hak itu termasuk di 
antara kemungkaran terbesar, karena begitu besarnya kerusakan dan 
kemudharatan yang diakibatkan oleh sikap pelanggaran itu terhadap 
masyarakat dan negara juga individu rakyat.
112
 
3. Prinsip keadilan. 
 
                ََه
ّٰ هلل       
                  َه
ّٰلل        
            ََه
ّٰللٱ            َ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 
sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka 
Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar 
balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka  Sesungguhnya  Allah  
adalah  Maha  mengetahui  segala  apa  yang  kamu  kerjakan.” (QS. An-Nisa: 
135).
113
 
        Adil adalah tujuan dari negara Islam, adil adalah menegakan agama dan 
mewujudkan kemaslahatan rakyat dan sebagai bukti sebaik-baik umat. Di 
antara hal yang perlu disebutkan adalah bahwa tujuan dalam sistem 
pemerintahan islam dan perwujudannya merupakan syarat tegaknya 
pemerintahan ini, atau dalam istilah fiqih Islam yaitu syarat awal. Adil juga 
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 merupakan syarat keberlangsungan pemerintahan dalam sebuah negara Islam 
atau dalam istilah fikih Islam yaitu syarat abadi.
114
 
4. Prinsip persamaan. 
 
                              
   ََه
ّٰللٱ      ََه
ّٰللٱ        
Artiya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 
diantara kamu. Sesungguhnya A llah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” 
(QS. Al-Hujarat: 13).
115
 
       Adapun apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur‟an dari prinsip 
persaudaraan itu adalah persaudaraan sebenarnya yang mendasari masyarakat 
Islam sebagaimana yang mendasari masyarakat Madinah di masa kenabian dan 
masa kekhalifahan, di mana terwujud persamaan hak yang merupakan salah 
satu syiar Islam yang paling jelas dan merupakan salah satu ciri khas pemeluk 
agama ini. Di dalamnya tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang 
lainnya, tidak ada perbedaan antar satu golongan dengan golongan lainnya, 
tidak ada perbedaan antara satu partai dengan partai lainnya, dan tidak ada 
perbedaan antara penguasa dan rakyat jelata.
116
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B. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK 
       Kode etik adalah sebuah kompas yang menunjuk arah moral bagi 
profesional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di 
mata masyarakat. Dengan demikian, kode etik profesi hukum merupakan self 
regulation (pengaturan diri) bagi profesional hukum dengan tujuan untuk 
mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis. Untuk itu, pelaksanaan kode etik 
ini mesti diawasi terus-menerus. Mesti ada kontrol sosial dari dewan 
kehormatan dan komisi pengawasan. Dewan kehormatan harus menilai dan 
menindak dengan tegas berupa pemberian sanksi kepada pelanggaran kode 
etik.
117
 
       Dalam implementasi kode etik di setiap jenis profesi, ada saja pelanggaran 
yang terjadi. Untuk setiap pelanggaran tersebut, ada sanksi yang diberikan. 
Secara umum, ada dua jenis sanksi yang mungkin diberikan kepada pelanggar 
kode etik profesi. Pertama, jika kode etik yang dilanggar masih dalam 
pelanggaran moral, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi moral berupa 
celaan atau pengucilan dari kelompok atau pihak-pihak terkait. Kedua, jika 
kode etik yang dilanggar telah melewati batas norma moral dan sosial, maka 
sanksi yang mungkin diberikan adalah sanksi hukum. Yang lebih parah, jika 
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 benar-benar terbukti, sanksi akhirnya adalah hukuman penjara atau dikeluarkan 
secara tidak hormat dari institusinya.
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       Menurut Jimly Asshiddiqie, semua bentuk organisasi publik di Indonesia 
baik di sektor negara (suprastruktur negara) maupun di sektor masyarakat 
(infrastruktur masyarakat madani atau civil society), diusulkan agar diwajibkan 
dengan ketentuan undang-undang untuk menyusun kode etik masing-masing 
yang selanjutnya diberlakukan secara internal, dan membentuk Dewan 
Kehormatan atau Komisi Etika atau Komisi Disiplin atau apapun nama yang 
bersifat independen untuk keperluan mengatur pemberlakuan dan menjalankan 
kode etika tersebut. Dewan Kehormatan ini juga dapat dibentuk secara ad hoc 
apabila timbul kasus, tetapi dapat pula dilembagakan secara tetap. Yang 
penting dijamin adalah keanggotaannya harus dipilih sedemikian rupa sehingga 
terjamin independensinya. Misal anggotanya dapat pula ditentukan hanya 50% 
berasal dari dalam, sedangkan 50% lainnya dari kalangan luar yang dapat 
diharapkan lebih objektif.
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       Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie berharap, semua organ negara dan 
pemerintah, seperti MPR, (DPR dan DPD), DPRD, MA dan jajarannya (hakim 
dan pegawai pengadilan), MK, BPK, pegawai negeri, tentara, polisi, jaksa, dan 
lain sebagainya diharapakan menyusun dan memberlakukan kode etika sendiri-
sendiri dan membentuk komisi etika yang independen di lingkungannya 
masing-masing. Di tingkat infrastruktur masyarakat juga demikian, misal di 
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 lingkngan partai politik, lembaga, organisasi kemasyarakatan, perkumpulan 
(vereeniging), dan organisasi-organisasi profesi, dan lain-lain sebagainya, 
ketentuan mengenai kode etika dan komisi etika itu juga harus diwajibkan. 
Karena itu pemerintah atau DPR hendaknya segera memprakarsai tersusun dan 
terbentuknya Undang-Undang tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
120
 
 
C. AHL AL-HALL WA AL-AQD 
1.  Pengertian Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd 
       Secara harfiah, ahl al-hall wa al-aqd berarti orang yang dapat 
memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian 
ahl al-hall wa al-aqd sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk 
memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). 
Dengan kata lain, ahl al-hall wa al-aqd adalah lembaga perwakilan yang 
menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota ahl 
al-hall wa al-aqd ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai 
kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan 
mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.
121
 
       Berkaitan dengan definisi dan wewenang Ahl al-hall wa al-aqd, Prof. 
H.A. Djazuli berpendapat sebagai berikut: 
a. Ahl al-hall wa al-aqd adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang 
mempunyai wewenang untuk memilih dan mem-baiat Imam. 
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 b. Ahl al-hall wa al-aqd mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan 
masyarakat kepada yang maslahat. 
c. Ahl al-hall wa al-aqd mempunyai wewenang membuat undang-undang 
yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur 
secara tegas oleh Al-Qur‟an dan Hadits. 
d. Ahl al-hall wa al-aqd tempat konsultasi imam dalam menentukan 
kebijakannya. 
e. Ahl al-hall wa al-aqd mengawasi jalannya pemerintahan, wewenang no 
1 dan 2 mirip dengan wewenang MPR, wewenang nomor 3 dan 5 
adalah wewenang DPR, dan wewenang nomor 4 adalah wewenang 
DPA di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.
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       Pendapat lain menyebutkan Ahl Al Hall Wa Al Aqd dianggap sebagai 
kelompok yang mencerminkan ridlo kaum muslimin atau sebagai 
perwakilan kaum muslimin dalam tataran pemerintahan yang membawa 
aspirasi kaum muslimin. Seperti dalam hal pembai‟atan, Ahl Al Hall Wa Al 
Aqd dapat membai‟at calon khalifah yang telah memenuhi syarat. Karena 
dianggap telah mewakili kaum muslimin itu sendiri. Ketika ditarik 
pengertian Ahl Al Hall Wa Al Aqdi tersebut kedalam sistem pemerintahan 
di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa MPR dan DPR merupakan Ahl 
AL Hall Wa Al Aqd bagi segenap lapisan masyarakat.
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        Tidak diragukan lagi bahwa banyaknya sebutan kelompok Ahl al-hall 
wa al-aqd dalam turats fiqh kita sejak awal islam, yang mereka adalah 
“Dewan Perwakilan Rakyat” atau Ahlul Ikhtiyar, yang para khalifah selalu 
merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara rakyat juga berkomitmen 
dengan pendapat mereka, dan mereka mempunyai hak untuk memilih atau 
menobatkan khalifah juga memberhentikannya, yang terdiri dari para 
ulama, para pemimpin suku dan pemuka masyarakat, menguatkan 
“kekuasan besar yang dimiliki kelompok ini (Ahl al-hall wa al-aqd) dan 
jelas menunjukan bahwa kelompok ini merupakan lembaga legislatif.
124
 
2. Sejarah dan Dasar Hukum Pengertian Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd 
       Masalah kepemimpinan merupakan salah satu urusan utama dalam 
sistem masyarakat Islam, hal ini terbukti pada peristiwa pembai‟atan Abu 
Bakar r.a segera setelah wafatnya Rosululoh S.A.W, oleh para sahabat 
senior baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar di balai pertemuan 
Saqifah Bani Saidah.
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       Karena Nabi Muhammad S.A.W tidak meninggalkan wasiat tentang 
siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam 
setelah beliau wafat. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut 
kepada kaum muslimim sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak 
lama setelah beliau wafat belum lagi jenazahnya dimakamkan, sejumlah 
tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai kota Bani Sa‟idah, 
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 madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi 
pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup alot karena masing-masing 
pihak, baik Muhajirin maupun Anshar, sama-sama merasa berhak menjadi 
pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhwah Islamiah yang 
tinggi, akhirnya, Abu Bakar terpilih. Rupanya, semangat keagamaan Abu 
Bakar mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga 
masing-masing pihak menerima dan membaiatnya.
126
 
       Pemilihan khalifah oleh para wakil dari masing-masing golongan 
inilah yang kemudian menjadi landasan para ulama untuk merumuskan 
istilah Ahl Al Hall Wa Al Aqd, yaitu sebutan bagi orang-orang yang 
bertindak sebagai wakil ummat untuk menyuarakan hati nurani mereka. 
Menurut Abdul Karim Zaidan, tugasnya antara lain memilih khalifah, 
Imam atau pemimpin negara secara langsung.
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       Dari peristiwa pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah, menurut 
H.A Djazuli dapat ditarik sebuah kesimpulan di antaranya : 
a. Khalifah dipilih dengan cara musyawarah di antara para tokoh dan 
wakil umat. 
b. Yang mengangkat itu para wakil umat dan tokoh-tokoh masyarakat. 
Jadi, sistem  perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada waktu 
itu. 
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 c. Di dalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari 
alternatif yang terbaik di dalam menentukan siapakah calon khalifah 
yang paling memenuhi persyaratan. 
d. Sedapat mungkin diusahakan kesepakatan, dengan tidak menggunakan 
voting.
128
 
       Dalam pengangkatan Khalifah Utsman pun menggunakan konsep Ahl 
Al-Hall Wa Al-Aqd yaitu melalui badan Syura yang dibentuk oleh Umar 
menjelang wafatnya. Khalifah Umar membentuk sebuah komisi yang 
terdiri dari enam orang calon dengan perintah memilih salah seorang calon 
dari mereka yntuk diangkat menjadi khalifah baru. Mereka ialah, Utsman 
bin Affan, Ali bin Abi Tholib, Thalhah, Zubair bin Awwam, Sa‟ad bin Abi 
Waqqash, dan Abdullah ditambahkan kepada komisi enam itu, tetapi ia 
hanya mempunyai hak pilih, dan tidak berhak dipilih. Melalui persaingan 
yang agak ketat dengan Ali, sidang Syura akhirnya memberi mandat 
kekhalifahan kepada Utsman bin Affan.
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       Bila Al-Qur‟an dan As-Sunah sebagai dua sumber perundang-
undangan Islam tidak menyebutkan Ahl al-hall wa al-aqd atau Dewan 
Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada di dalam turats fiqh kita 
di bidang politik keagamaan dari pengambilan hukum substansial dari 
dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Al-Qur‟an ada 
dalam mereka yang disebut dengan “ulil amri”.130 
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       Allah S.W.T berfirman dalam Surah An-Nisa Ayat 59 sebagai berikut: 
                        
                            
         
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) 
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.” (QS. An-Nisa: 59).131 
       Menurut M. Quraish Syihab dalam tafsir Al-Misbah-nya menyebutkan, 
bahwa dari segi bahasa uli adalah bentuk jamak dari waliy yang berarti 
pemilik atau yang mengurus atau menguasai. Bentuk jamak dari kata 
tersebut menunjukan bahwa mereka itu banyak. Sedang kata, al-amr adalah 
perintah atau urusan. Dengan demikian uli al-amr adalah orang-orang yang 
berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang 
yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan.
132
 
3. Syarat dan Mekanisme Pengangkatan 
       Mengenai syarat sebagai Ahl Al Hall Wa Al Aqd, Farid Abdul Khalik 
menyebutlkan bahwa wajib atas rakyat untuk memilih segolongan dari 
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 mereka, yaitu orang-orang yang khusus dari Ahl Al Hall Wa Al Aqd yang 
mempunyai sifat-sifat yang harus ada pada mereka seperti berilmu yang 
dapat membantunya untuk memikirkan perkara-perkara umum dan urusan-
urusan politik, berkemampuan untuk mengeluarkan keputusan dan undang-
undang yang dapat mewujudkan kemaslahatan rakyat, juga berkemampuan 
untuk melakukan kewajiban pengawasan atas wewenang dewan eksekutif, 
baik pemerintahan dan penguasa, demi mencegah kemungkaran yang 
mungkin akan dilakukannya sebagai pelanggaran terhadap hak-hak Allah, 
dan demi menjaga hak dan kebebasan. Juga seperti syarat, harus memiliki 
sifat adil dan memiliki syarat-syarat lainnya yang dituntut dalam 
jabatannya sebagai wakil rakyat.
133
 
       Sementara penjelasan Al-Mawardi mengenai Syarat mutlak sebagai 
Ahl Al Hall Wa Al Aqd, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Iqbal yaitu, 
Al-Mawardi menentukan bahwa syarat yang mutlak dipenuhi oleh anggota 
Ahl Al Hall Wa Al Aqd adalah adil, mengetahui dengan baik kandidat 
kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan 
yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala negara. Ahl Al Hall 
Wa Al Aqd dan hubungan lebih jauh antara Ahl Al Hall Wa Al Aqd dengan 
khalifah. Dalam hal ini, Al-Mawardi hanya menjelaskan proses pemilihan 
kepala negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu 
kandidat yang dianggap paling memenuhi kualifikasi untuk menjadi kepala 
negara diminta kesediannya tanpa terpaksa. Bila ia bersedia menjadi kepala 
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 negara, maka dimulailah kontrak sosial antara kepala negara dan rakyat 
yang diwakili oleh Ahl Al Hall Wa Al Aqd. Selanjutnya barulah rakyat 
secara umum menyatakan kesetiaan mereka kepada kepala negara.
134
 
 
D. Wilayat Al-Mazhalim 
       Wilayat Al-Mazhalim yaitu lembaga peradilan yang mengadili serta 
memberikan  pengawasan bagi para pejabat negara yang bermasalah, baik 
pejabat itu sendiri atau keluarganya. Selain itu Al-Mazhalim, ia juga menangani 
kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat tinggi, bangsawan, 
hartawan, atau keluarga sultan terhadap rakyat biasa.
135
 
       Menurut Dr. Ali Abdul Mu‟ti Muhammad, Al-Mazhalim adalah pengadilan 
tertinggi yang bertugas menerima banding dari pengadilan yang dibawahnya 
(Al-qadha‟i dan Al-hisbah) serta mengadili para hakim dan petinggi yang 
bersalah. Dengan demikian, pengadilan Al-Mazhalim lebih tinggi dibandingkan 
dua pengadilan lainnya.
136
 
       Alaiddin Koto menyebut lembaga tersebut dengan istilah lain yaitu Nazhar 
Al-Mazhalim. Nazhar Al-Mazhalim adalah lembaga peradilan yang menangani 
masalah kezaliman penguasa serta keluarganya terhadap rakyat. Nazhar Al-
Mazhalim juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan 
penindasan maupun permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat 
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 maupun daerah. Peradilan ini bertujuan agar hak rakyat dapat dikembalikan, 
serta dapat menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.
137
 
       Asal usul lembaga ini berasal dari Persia. Para Kaisar Persia yang pertama 
kali mempraktikannya. Menjelang Islam muncul, lembaga ini juga pernah 
muncul dan dipraktikkan oleh bangsa Quraisy dalam bentuk fakta al-Fudhul 
(al-Hilf al-Fudhul). Dalam Islam lembaga Nazhar Al-Mazhalim baru muncul 
pada masa kekuasaan Umayah, tepatnya pada masa khalifah Abdul Malik bin 
Marwan. Segala bentuk penyelewengan dan penganiayaan yang dilakukan oleh 
lembaga pemerintah waktu itu ditangani langsung oleh khalifah. Ketika Dinasti 
Abbasiyah muncul, pada mulanya lembaga tersebut dipegang langsung oleh 
khalifah. Tetapi kemudian khalifah menunjuk seorang wakil yang disebut 
Qadhi Al-Mazhalim atau Shahib Al-Mazhalim. Pemegang jabatan ini sendiri 
tidak mesti seorang hakim, memang hakim lebih didahulukan karena 
pengalamannya terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. 
Namun khalifah sering menunjuk pejabat lain yang lebih berwibawa, amanah 
dan mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat, sehingga 
kebobrokan dalam tubuh negara bisa dihentikan. Karena itu pejabat lembaga 
ini kadang kala adalah seorang mentri peperangan. Penguasa Dinasti 
Abbasiyah yang sangat peduli terhadap eksistensi lembaga ini adalah khalifah 
al-Mahdi, Harun al-Rasyid, dan al-Ma‟mun.138 
       Lembaga ini merupakan bagian dari peradilan yang memerlukan 
penetapan hukum secara cepat. Faktor yang mendorong Dinasti Umayah untuk 
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 membuat cabang peradilan ini adalah terjadinya perselisihan antara beberapa 
pihak yang tidak sepadan, seperti salah satu dari kedua pihak yang bertikai itu 
adalah seorang pejabat atau penguasa sehingga perlu dilakukan tindakan 
terhadap lawan yang memandang rendah jabatan hakim.
139
 
       Dalam kasus Mazhalim, peradilan dapat bertindak tanpa harus menunggu 
adannya suatu gugatan dari yang dirugikan. Artinya apabila menetahui adanya 
kasus Mazhalim, qadhi (hakim) peradilan Mazhalim ini harus secara langsung 
menyelesaikan kasus tersebut. Dengan demikian, peradilan Mazhalim memiliki 
kekuasaan untuk hal sebagai berikut: 
1. Memeriksa dengan teliti sikap dan tingkah laku para pejabat beserta 
keluarganya, mencegah terjadinya pelanggaran yang mungkin mereka 
lakukan, dan mencegah kecendrungan mereka untuk bersikap tidak jujur. 
2. Memeriksa kecurangan para pegawai yang bertanggung jawab atas 
keuangan negara. 
3. Memeriksa secara cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf dan 
kepentingan umum lainnya. 
4. Mengembalikan hak rakyat yang diambil aparat negara.140 
       Secara khusus peradilan ini juga menangani perkara yang diadukan 
sebagai berikut: 
1. Gaji para buruh atau pekerja yang di tangguhkan atau dibatalkan secara 
sepihak. 
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 2. Harta yang diambil secara paksa oleh para penguasa, termasuk harta yang 
disita oleh negara. 
3. Pembayaran gaji aparat negara. 
4. Persengketaan terhadap masalah harta wakaf. 
5. Keputusan hakim yang sulit dilaksanakan sehubungan dengan lemahnya 
posisi peradilan. 
6. Kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan hisbah, sehingga 
mengakibatkan terabainya kemaslahatan umum. 
7. Pelaksanaan ibadah pokok, seperti sholat berjamaah, sholat Jum‟at, 
sholat Id, dan pelaksanaan haji. 
8. Penanganan kasus Mazhalim, penetapan hukuman, dan pelaksanaan 
keputusan tersebut.
141
 
       Peradilan ini pada umumnya diselenggarakan di masjid, di bawah 
kepemimpinan sang khalifah dan terkadang penguasa wilayah atau orang yang 
mewakilinya. Orang yang duduk di majlis Mazhalim dikelilingi oleh lima 
kelompok yang majlis tidak dapat diselenggarakan kecuali dengan kehadiran 
mereka. Kelima kelompok tersebut ialah: 
1. Aparat keamanan dan beberapa pembantu. 
Mereka terdiri dari petugas kepolisian yang berfungsi untuk menangani 
orang yang mencoba untuk melakukan tindak kekerasan atau berusaha 
lari dari hadapan hakim. 
2. Para hakim. 
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 Mereka berusaha menghadiri sidang Mahkamah Mazhalm untuk 
menghimpun berbagai hal yang berkaitan dengan tuduhan kedua belak 
pihak dan mengambil kesimpulan hukum untuk diaplikasikan pada 
perkara yang diajukan kepada mereka. 
3. Para ahli fiqh. 
Hakim Mahkamah Mazhalim merujuk kepada para hakim dan ahli fiqh 
tentang permasalahan hukum yang sulit. 
4. Para saksi. 
Untuk memberikan kesaksian mereka tentang hal yang mereka ketahui 
perihal pertengkaran dan juga perihal pihak yang bertikai. 
5. Sekretaris. 
Untuk mencatat ucapan pihak-pihak yang bertikai dan menetapkan hak 
dan kewajiban mereka.
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 BAB IV 
ANALISIS DATA 
A. Peran dan Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Menjaga 
Martabat dan Perilaku Anggota DPR 
       Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, di mana nilai-nilai 
keluhuran martabat sangatlah dijunjung tinggi. Nilai-nilai yang terdapat di 
dalam Pancasila adalah satu kesatuan antara sila satu dengan sila lainnya. 
Masing-masing sila mempunyai makna dan nilai tersediri. Persoalan etika 
merupakan hal yang sangat mendapat perhatian dari dunia, karena cita-cita 
Pancasila sendiri ialah untuk membangun Indonesia dari beberapa aspek.  
Pancasila selain sebagai sebuah ideologi, juga memperhatikan masalah norma, 
nilai, etika, dan moral bangsa indonesia. Karena sekalipun Indonesia bukan 
negara agama, namun nilai-nilai yang diserap itu berasal dari nilai-nilai yang 
yang hidup di dalam masyarakat Indonesia yang berketuhanan atau beragama. 
       Kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya akan selalu 
berpatokan pada norma atau tatanan hukum yang berada dalam masyarakat 
tersebut. Manakala manusia melakukan interaksinya, tidak berjalan dengan 
kerangka norma atau tatanan yang ada, maka akan terjadi penyimpangan dalam 
proses interaksi itu. Hal yang sama juga berlaku pada profesi, untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan terhadap menjalankan profesi, maka 
dibentuklah suatu norma yang disebut etika profesi atau kode etik. 
       Semua bentuk organisasi publik di Indonesia baik di sektor negara maupun 
di sektor masyarakat, biasanya memiliki kode etik masing-masing yang 
selanjutnya diberlakukan secara internal, dan mempunyai Dewan Kehormatan 
 atau Komisi Etika atau Komisi Disiplin atau apapun nama yang bersifat 
independen untuk keperluan mengatur pemberlakuan dan menjalankan kode 
etika tersebut. 
       Dalam kaitannya masalah etika dan moral, DPR sebagai lembaga negara 
dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga 
perwakilan serta mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, 
mempunyai sebuah kode etik yang tujuannya untuk mencegah terjadinya 
prilaku yang tidak etis, dan untuk menjadi sarana kontrol sosial dalam 
pelaksanaan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dalam pelaksanaannya, 
anggota DPR membentuk suatu badan yang berfungsi untuk mengawasi, 
mengatur pemberlakuan, dan menjalankan kode etik tersebut, yaitu Mahkamah 
Kehormatan Dewan. 
       Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan DPR yang 
bersifat tetap serta dibentuk bertujuan untuk menjaga dan menegakan 
keluhuran martabat anggota DPR, seperti yang terdapat di dalam Undang-
Undang No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 119 
Ayat 2 yang berbunyi, Mahkamah Kehormatan Dewan bertujuan menjaga serta 
menegakan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga 
perwakilan rakyat. 
       Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berjumlah 17 orang ditetapkan 
dalam rapat paripurna. Dalam menetapkan susunan dan keanggotaan 
Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan 
 memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi 
pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. 
       Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk 
menentukan komposisi keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dengan 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk 
mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi, keputusan diambil 
berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR. Anggota Mahkamah 
Kehormatan Dewan diusulkan oleh fraksi kepada pimpinan DPR sesuai dengan 
perimbangan jumlah. Dalam hal pergantian anggota Mahkamah Kehormatan 
Dewan dapat dilakukan oleh fraksinya apabila anggota Mahkamah Kehomatan 
Dewan bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari 
fraksinya. 
       Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang 
melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPR 
karena, tidak melaksanakan kewajiban, tidak dapat melaksanakan tugas secara 
berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama tiga bulan 
berturut-turut tanpa keterangan yang sah, tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
anggota DPR, dan melanggar ketentuan-ketentuan larangan. Dengan demikian, 
apabila ada sebuah pengaduan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh 
anggota DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan terlebih dahulu melakukan 
verifikasi dan penyelidikan untuk membuktikan apakah anggota DPR yang 
diadukan benar-benar terbukti melakukan pelanggaran. Artinya Mahkamah 
Kehormatan Dewan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, di 
 mana anggota DPR tersebut masih mempunyai hak-haknya sampai benar-benar 
terbukti bersalah.  
       Sementara dalam hal pelanggaran anggota DPR yang tidak memerlukan 
pengaduan, Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan tugasnya 
berdasarkan hasil verifikasi dan usulan anggota Mahkamah Kehormatan 
dewan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota DPR yaitu, 
ketidakhadiran dalam rapat DPR, tertangkap tangan melakukan tindak pidana, 
dan terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling 
singkat 5 tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. 
Dalam hal ini, Mahkamah Kehormatan Dewan dapat melakukan pengawasan 
secara langsung terhadap para anggota DPR, tanpa terlebih dahulu ada sebuah 
pengaduan. 
      Dalam hal putusan Mahkamah Kehormatan Dewan itu bersifat final dan 
mengikat kecuali mengenai putusan pemberhentian tetap, karena putusan 
tentang pemberhentian tetap harus mendapatkan persetujuan rapat paripurna. 
Dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, hanya ada dua (2) jenis amar 
putusan yaitu, menyatakan teradu tidak terbukti melanggar dan menyatakan 
teradu terbukti melanggar. Jika teradu tidak terbukti melanggar, maka putusan 
disertai rehabilitasi terhadap teradu. Sementara apabila teradu terbukti 
melanggar, putusan disertai sanksi terhadap teradu yaitu berupa, sanksi ringan 
dengan teguran tertulis, sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada 
alat kelengkapan DPR atau pemeberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau 
pimpinan alat keengkapan DPR, dan sanksi berat dengan pemberhentian 
 sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian tetap sebagai 
anggota DPR. 
       Memang secara umum, ada dua jenis sanksi yang mungkin diberikan 
kepada pelanggar kode etik. Pertama, jika kode etik yang dilanggar masih 
dalam pelanggaran moral, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi moral 
berupa celaan atau pengucilan dari kelompok atau pihak-pihak terkait. Kedua, 
jika kode etik yang dilanggar telah melewati batas norma moral dan sosial, 
maka sanksi yang mungkin diberikan adalah sanksi hukum. Yang lebih parah, 
jika benar-benar terbukti, sanksi akhirnya adalah hukuman penjara atau 
dikeluarkan secara tidak hormat dari institusinya. 
       Maka dari itu, Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan menangani 
kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi 
pemberhentian, Mahkamah Kehormatan Dewan harus membentuk panel sidang 
pelanggaran kode etik anggota DPR. Panel tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang 
anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dan 4 (empat) orang dari unsur 
masyarakat. 
       Dalam hal pemilihan anggota panel, dipilih dari dan oleh Mahkamah 
Kehormatan Dewan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat. Apabila 
prinsip musyawarah dan mufakat tidak tercapai, 3 orang anggota panel yang 
berasal dari Mahkamah Kehormatan Dewan dipilh berdasarkan suara terbanyak 
dan kemudian ditetapkan dalam keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan. 
       Sementara anggota panel yang berasal dari unsur masyarakat harus 
memiliki integritas yang mewakili akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama 
 dan praktisi hukum. Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan menerima 
usulan bakal calon anggota panel yang berasal dari unsur masyarakat secara 
terbuka, serta diseleksi dan ditetapkan dalam rapat pleno Mahkamah 
Kehormatan Dewan. Pembentukan panel tersebut paling lama 10 hari terhitung 
sejak Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tentang adanya dugaan 
pelanggaran kode etik yang bersifat berat terhadap anggota DPR. 
       Dan keputusan panel tersebut disampaikan kepada rapat paripurna untuk 
mendapat persetujuan terhadap pemberhentian tetap anggota DPR. Dengan 
demikian, dalam hal putusan tentang pemberhentian tetap, Mahkamah 
Kehormatan Dewan, masih memerlukan pertimbangan dan usulan dari unsur 
masyarakat supaya keputusannnya tidak dinilai subyektif. 
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran dan Fungsi Mahkamah 
Kehormatan Dewan dalam Menjaga Martabat dan perilaku Anggota 
DPR. 
       Dalam fiqh siyasah istilah tentang lembaga perwakilan sering disebut 
dengan Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd, dengan kata lain yaitu lembaga yang mewakili, 
menampung, dan menyalurkan aspirasi dan suara masyarakat. Ahl al-hall wa 
al-aqd, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang 
untuk memilih dan mem-baiat Imam, mengarahkan kehidupan masyarakat 
kepada yang maslahat, membuat undang-undang yang mengikat kepada 
seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur‟an 
dan Hadits. Dengan demikian, artinya peran serta wewenang Ahl Al Hall Wa Al 
Aqd sama halnya dengan lembaga perwakilan di Indonesia yaitu, MPR, DPR, 
dan DPD. 
        Dalam hal ini, orang yang diangkat menjadi Ahl Al Hall Wa Al Aqd selain 
mereka yang dipercaya oleh rakyat, mereka harus benar-benar bisa memegang 
amanah, karena Ahl Al Hall Wa Al Aqd merupakan lembaga perwakilan atau 
representasi dari kehendak rakyat. 
       Mengenai syarat sebagai Ahl Al Hall Wa Al Aqd, bahwa wajib atas rakyat 
untuk memilih segolongan dari mereka, yaitu orang-orang yang khusus dari 
Ahl Al Hall Wa Al Aqd yang mempunyai sifat-sifat yang harus ada pada 
mereka seperti berilmu yang dapat membantunya untuk memikirkan perkara-
perkara umum dan urusan-urusan politik, berkemampuan untuk mengeluarkan 
keputusan dan undang-undang yang dapat mewujudkan kemaslahatan rakyat, 
juga berkemampuan untuk melakukan kewajiban pengawasan atas wewenang 
dewan eksekutif, baik pemerintahan dan penguasa, demi mencegah 
kemungkaran yang mungkin akan dilakukannya sebagai pelanggaran terhadap 
hak-hak Allah, dan demi menjaga hak dan kebebasan. Juga seperti syarat, harus 
memiliki sifat adil dan memiliki syarat-syarat lainnya yang dituntut dalam 
jabatannya sebagai wakil rakyat. 
       Karena Ahl Al Hall Wa Al Aqd sebagai lembaga perwakilan rakyat atau 
sebagai representasi dari kehendak rakyat, harus memegang prinsip-prinsip 
dasar dalam politik Islam, seperti prinsip menunaikan amanat, prinsip keadilan 
prinsip persamaan dan prinsip musyawarah. 
       Namun, ketika pengangkatan Ahl Al Hall Wa Al Aqd ada intervensi dari 
pemerintah atau orang lain, maka pemilihan itu batal menurut agama, dan 
 mereka yang terpilih tidak memiliki kekuasaan ulil amri. Selanjutnya, taat 
kepada mereka tidak wajib menurut agama. 
       Dalam hal pengawasan terhadap Ahl Al Hall Wa Al Aqd, tidak diatur 
secara detail dan jelas lembaga apa yang mengawasinya. Namun, dalam 
kaitannya dengan pengawasan terhadap pemerintah/penguasa, dalam sejarah 
kekhilafahan Islam, ada sebuah lembaga yang dibentuk pada masa Bani 
Umayyah yang bertujuan untuk mengawasi penguasa serta keluarga-
keluarganya. Lembaga tersebut adalah Wilayah Al-Mazhalim. 
       Wilayah Al-Mazhalim adalah lembaga peradilan yang mengadili serta 
memberikan  pengawasan bagi para pejabat negara yang bermasalah, baik 
pejabat itu sendiri atau keluarganya. Selain itu, ia juga menangani kasus-kasus 
penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat tinggi, bangsawan, hartawan, atau 
keluarga sultan terhadap rakyat biasa. 
       Dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah/penguasa, 
hakim Al-Mazhalim dapat bertindak tanpa harus menunggu adanya pengaduan 
baik dari pihak masyarakat yang dirugikan maupun yang tidak. Artinya dalam 
hal menjalankan fungsi pengawasannya, ketika hakim Al-Mazhalim megetahui 
adanya sebuah pelanggaran, maka hakim Al-Mazhalim harus segera 
menyelesaikan kasus tersebut. 
       Wilayat Al-Mazhalim mempunyai kekuasaan untuk melakukan tindakan 
terhadap para penguasa, tanpa terlebih dahulu adanya sebuah pengaduan yaitu, 
memeriksa dengan teliti sikap dan tingkah laku para pejabat beserta 
keluarganya, dan mencegah kecendrungan mereka untuk bersikap tidak jujur, 
 serta memeriksa kecurangan para pegawai yang bertanggung jawab atas 
keuangan negara, memeriksa penanganan dan penyaluran harta wakaf dan 
kepentingan umum lainnya, dan mengembalikan hak rakyat yang diambil 
aparat negara. 
       Secara khusus peradilan ini juga menangani perkara yang diadukan seperti, 
gaji para buruh atau pekerja yang di tangguhkan atau dibatalkan secara 
sepihak, harta yang diambil secara paksa oleh para penguasa, termasuk harta 
yang disita oleh negara, pembayaran gaji aparat negara, persengketaan 
terhadap masalah harta wakaf, keputusan hakim yang sulit dilaksanakan 
sehubungan dengan lemahnya posisi peradilan, kasus yang tidak dapat 
diselesaikan oleh peradilan hisbah, sehingga mengakibatkan terabainya 
kemaslahatan umum, pelaksanaan ibadah pokok, seperti sholat berjamaah, 
sholat Jum‟at, sholat Id, dan pelaksanaan haji, dan penanganan kasus 
Mazhalim, penetapan hukuman, dan pelaksanaan keputusan tersebut. 
       Jadi, dalam kajian fiqh siyasah tidak disebutkan secara jelas lembaga apa 
yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi lembaga perwakilan atau Ahl 
Al Hall Wa Al Aqd, namun dalam hal pengawasan ada sebuah lembaga yang 
mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan. Tetapi pengawasan 
tersebut ditujukan untuk mengawasi penguasa yang melakukan pelanggaran-
pelanggaran serta sengketa atau perselisihan dengan warga negara, yaitu 
Wiayat Al-Mazhalim. 
       Mengenai pelaksanaan dari Mahkamah Kehormatan Dewan, belum 
sepenuhnya sesuai dengan lembaga Wilayat Al-Mazhalim. Dalam Mahkamah 
 Kehormatan Dewan komposisi keanggotaan sepenuhnya dari kalangan internal 
anggota DPR, yang dalam hal ini tidak sesuai dengan Wilayat Al-Mazhalim 
yang anggotanya tidak terikat dengan lembaga apapun dan bersifat independen 
tanpa adanya intervensi dari lembaga manapun. Bahakan dalam lembaga ini, 
pengawasan di lakukan juga terhadap keluarga para pejabat demi menjaga 
martabat pejabat serta lembaga nya itu sendiri.  
 
  
 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
       Dari ulasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Mahkamah Kehormatan dewan berwenang melakukan penyelidikan dan 
verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena tidak melakukan 
kewajiban, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 
berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut 
tanpa keterangan yang sah, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota 
DPR sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPR yang 
diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, 
DPD dan DPRD. Serta dapat melalukan tindakan terhadap aggota DPR 
karena ketidakhadiran dalam rapat DPR yang menjadi kewajibannya, 
tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau terbukti melakukan tindak 
pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. 
2. Dalam Fiqh Siyasah tidak ada lembaga yang sama persis seperti Mahkamah 
Koharmatan Dewan, namun ada lembaga bernama Wilayah Al-Mazhalim 
yang tugasnya tidak hanya mengawasi perilaku pejabat, tetapi juga 
melakukan pengawasan terhadap para keluarga pejabat. Berbeda dengan 
Mahkamah Kehormatan Dewan yang anggotanya hanya terdiri dari 
kalangan internal anggota DPR, komposisi keanggotaan Wilayat Al-
 Mazhalim terdiri dari beberapa unsur sehingga tidak ada kekhawatiran 
adanya ketidak obyektifan dalam penanganan sebuah kasus. 
  
B. Saran 
       Berdasarkan teori dan fakta yang ada, peneliti mempunyai saran-saran 
yang mungkin bermanfaat bagi kemajuan pendidikan, yaitu: 
1. Dalam hal pembuatan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD, yang berlaku saat ini, perlu adanya regulasi dan pengawasan yang 
tegas. Terutama mengenai tugas Mahkamah Kehormatan Dewan dalam 
menjaga martabat dan perilaku anggota DPR, yang mana anggotanya 
sendiri terdiri dari internal anggota DPR tersebut. Alangkah baiknya jika 
ada dari unsur masyarakat yang menjadi anggota Mahkamah Kehormatan 
Dewan supaya tidak dinilai subyektif dalam melakukan tugasnya. 
2. Dalam hal membuat kebijakan mengenai pengawasan terhadap anggota 
DPR, harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan 
umat seperti yang tertuang dalam konsep Fiqih Siyasah. 
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